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P  U  T  U  S  A  N

NOMOR :  26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  ta ta  usaha  negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  cepat ,  menja tuhkan  Putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  sebaga imana  te r ura i  d i  

bawah in i ,  da lam perkara  anta ra  :  

1. GABRIEL  ASEM,  SE. ,  M.Si . ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS) ,  

Ber tempat  t i ngga l  d i  Perumahan  Pemda 

Kabupaten  Sorong ,  RT.001,  RW.006,  Kelu rahan  

Aimas,  Dis t r i k  Aimas,  Kabupaten  Sorong  ;

2. YOHANIS  YEMBRA,  S.Sos. ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS) ,  

Ber tempat  t i ngga l  d i  Perumahan  Pemda 

Kabupaten  Sorong ,  RT.001,  RW.006,  Kelu rahan  

Aimas,  Dis t r i k  Aimas,  Kabupaten  Sorong;

Dalam hal  in i  member ikan  Kuasa kepada  JACOBUS 

WOGIM,  SH.  dan  MARKUS SOUISSA,  SH.  Keduanya  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker jaan  Advokat  

Pada  Kanto r  Advokat  dan  Konsu l t an  Hukum 

JACOBUS  WOGIM,  SH.  DAN  REKAN,  Ber tempat  

t i ngga l  d i  Jalan  Mal ibe la  Km.  11,5  Gang  I I  

No.  5,  RT/RW.  02/ I I ,  Kelurahan  Klawalu ,  

Dis t r i k  Sorong  Timur ,  Kota  Sorong ,  Papua 

Bara t ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  06 Mei  2011  ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  PARA 

PENGGUGAT ;

M E L A W A N   :
Hal .  1 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. KOMISI  PEMILIHAN UMUM (KPU)  KABUPATEN TAMBRAUW,  Tempat  

Kedudukan  Ja lan  SD In t i  Sausapor ,  Kabupaten  

Tambrauw  ;

;

Dalam  hal  in i  member ikan  Kuasa  kepada  MAX 

MAHARE,  SH. ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat ,  Bera lamat  di  Ja lan  Danau 

Manin jau  Lorong  IV  RT.02/RW. I I I ,  Kelu rahan  

Rufe i ,  Dis t r i k  Sorong  Bara t ,  Kota  Sorong,  

Papua  Bara t ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  23  Mei  2011  ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  TERGUGAT ;

2. DRS.  MANASE  PAA,  M.SI .  DAN  PASKALIS  BARU,  S.PD. ,  

Kesemuanya   kewarganegaraan   Indones ia ,  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l ,   Ber tempat  

Tingga l  d i  Ja lan  F.  Kalasua ,  Kelu rahan  

Malanu,  Dis t r i k  Sorong  Utara ,  Kota  Sorong,  

Prov ins i  Papua  Bara t  dan  Ja lan  Garuda,  

Kelu rahan  Mala ingked i ,  Dis t r i k  Sorong  Kota ,  

Kota  Sorong,  Prov ins i  Papua Bara t  ;

Dalam  hal  in i  member ikan  kuasa  kepada  

CHRISTOFFEL TUTUARIMA, S.H.  dan ALEXI  SASUBE, 

S.H. ,  Keduanya  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat  dan  Konsu l t an  Hukum,  

Bera lamat  kanto r  d i  Ja lan  Maleo  HBM. Samping  

Perum.  Imig ras i ,  Kelurahan  Remu  Utara ,  

Dis t r i k  Sorong,  Kota  Sorong,  Prov ins i  Papua  

Bara t ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  23 Mei  2011 ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i

PARA TERGUGAT I I  INTERVENSI ;

2

2
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Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  te rsebu t  te l ah  membaca ;

1. Surat  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jayapura  Nomor  :  26/Pen.AC/2011 /PTUN.JPR  Tangga l  

13  Mei  2011  Tentang  Pemer iksaan  Acara  Cepat  ;

2. Surat  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jayapura  Nomor  :  26/PEN.HT/2011 /PTUN.JPR  Tangga l  

13  Mei  2011  Tentang  Penunjukan  Hakim  Tungga l  ;

3. Surat  Penetapan  Hakim  Tungga l  Nomor  :  

26/Pen.HS/2011 /PTUN.JPR  Tangga l  19  Mei  2011 

Tentang  Har i  Sidang  ;

4. Putusan  Sela  Nomor  :  26AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR 

Tangga l  01  Jun i  2011  ;

5. Telah  memer iksa  berkas  perkara  dan  mendengar  

kete rangan  saks i - saks i  dar i  para  pihak  di  

Pers idangan ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUK PERKARA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

te r t angga l   11   Mei   2011,   yang   d ida f t a r kan   d i  

Kepani te r aan    Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  

tangga l  12  Mei  2011   da lam  Regis te r  Perkara  Nomor:  

26AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR,  yang  is i  gugatannya  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  ;

I .  

OBYEK GUGATAN :

Bahwa yang  menjad i  Obyek  Gugatan  Tata  Usaha  Negara  in i  

ada lah  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Unium  Kabupaten  

Hal .  3 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Tambrauw  Nomor  :  17/Kpts /  KPU-  Kab.  Tmb- 003.680764/2011  

tangga l  2  Mei  2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang 

Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  Dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw 

Tahun  2011  ;

I I .  DASAR  GUGATAN :

Adapun  yang  menjad i  dasar  dia j ukannya  Gugatan  Sengketa  

Tata  Usaha  Negara  in i  ada lah  :

1.  

Bahwa   Objek   sengke ta   merupakan   keputusan   dar i  

badan/pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  te l ah  memenuhi  

unsur  kongkr i t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l  ;

2.  

Bahwa   o leh    karena    ob jek    sengketa    adalah  

KTUN   yang    dapat   d ipe r i k sa ,   d ipu tus ,  dan  

dise lesa i kan  oleh  PTUN Jayapura  (Kabupaten  Tambrauw 

Prov ins i  Papua Bara t  )  merupakan  bag ian  dar i  yur i d i k s i  

PTUN  Jayapura  o leh  karnanya  secara  re la t i f  harus  

dipe r i k sa  dan  dipu tuskan  di  PTUN  a  quo  ;

3.  

Bahwa Para  Penggugat  mempunyai  kepent i ngan  hukum yang  

di rug i kan  dengan  te rb i t n ya  objek  sengketa  oleh  dan  

untuk  i t u  sesua i  dengan  keten tuan  pasa l  53  ayat  (1 )  

Undang  - Undang  Nomor:  51  Tahun  2009  ten tang  Pera tun ,  

Para  Penggugat  menpunya i  dasar  untuk  Menggugat  ;

4

4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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4.  

Bahwa  te rb i t n ya  keputusan  (Obyek  Sengketa )  te l ah  

melanggar  atu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  ya i t u  

Undang- undang  Nomor:  12  Tahun  2008  ten tang  perubahan  

atas  undang- undang  Nomor:  32  Tahun  2004  ten tang  

Pemer in taan  Daerah  maupun  pera tu ran  KPU nomor  :  13 

tahun  2010,  o leh  dan  untuk  i t u  ob jek  sengketa  aquo  

te l ah  di  jamin  dengan  pasa l  53  ayat  2  Undang- undang 

Nomor:  51 Tahun  2009  ten tang  pera tun  untuk  di  u j i  ba ik  

wewenang,  prosedur  maupun  substans inya  ;

5.  

Bahwa ob jek  sengketa  di  te rb i t k an  o leh  Terguga t  pada  

tangga l  2  Mei  2011  kemudian  gugatan  in i  d ia jukan  di  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  pada  tangga l  11  Mei  2011  

seh ingga  te rhadap  gugatan  a  quo  dia j ukan  masih  da lam 

tenggang  waktu  sesua i  dengan  keten tuan  pasa l  55 

Undang- undang  Nomor:  55  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  dengan  t i dak  melampaui  tenggang  

waktu  90  (sembi l an  puluh )  har i  ;

6.  

Bahwa    d imohonkan    kepada    Ketua    Pengad i l an  

Tata    Usaha   Negara    Jayapura    agar  memer in tahkan  

Tergugat  membawa  as l i  ob jek  sengketa  karena  Para  

Penggugat  kesu l i t a n  untuk  mendapatkannya  ;

7.  

Bahwa dimohonkan    kepada    Ketua    Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jayapura  agar  dapat  menetapkan  perkara  

in i  d ipe r i k sa  dengan  acara  cepat  te rhadap  objek  

Hal .  5 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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sengketa  in i .

I I I .  

ALASAN  GUGATAN  :

Bahwa  yang  menjad i  dasar  alasan  Gugatan  Para  Penggugat  

mengajukan  Gugatan  a  quo  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa Para  Penggugat  merupakan  Calon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Per iode  tahun  

2011  -  2016  dar i  ca lon  yang  diusung  oleh  par ta i  

po l i t i k  sebaga imana  dia tu r  da lam  keten tuan  

perundang - undangan  yang  dia tu r  ;

2. Bahwa  Para  Penggugat  (Gabr i e l  Asem,  SE,  M.Si  dan  

Yohanis  Yembra,  S.Sos)  maju  sebaga i  ca lon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tambmuw berdasarkan  dukungan  6 

(enam)  Par ta i  Pol i t i k  d ian ta ranya  :

1.  Par ta i  Golkar  ;

2.  Par ta i  Buruh  (PB)  ;

3.  Par ta i  Pemuda  Indones ia  (PPI )  ;

4.  Par ta i  Kedaula tan  (PK)  ;

5.  Par ta i  Kas ih  Demokras i  Indones ia  (PKDI )  ;

6.  Par ta i  Demokras i  Pembaruan  (PBB)  ;

Berdasarkan  sura t  pernya taan  kesepaka tan  bersama anta r  

6

6

Disclaimer
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par ta i  po l i t i k  peser ta  pemi lu  da lam  penca lonan  

pasangan  ca lon  Kepala  Derah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

(MODEL  B  I  -  KWK.KPU  PARTAI  POLITIK)  ;

3. Bahwa  pada  Tangga l  10  Februar i  2011  Para  Penggugat  

mendatang i  kanto r  Terguga t  untuk  menyerahkan  berkas  

fo rmu l i r  pendaf t a r an  baka l  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Tambrauw  yang  dise rahkan  Gabr ie l  

Ti t i t ,  S.S i  dan di  te r ima  oleh  Erens  Odr i  Syuf i ,  S.Sos  

mengetahu i  ketua  KPU Kabupaten  Tambrauw Pet rus ,  Hendr i  

I r i an t o  SH,  MH dan  Terguga t  mengeluarkan  sura t  berupa  

tanda  te r ima  berkas  Nomor  :  01  /  KPU- TMB/2011  ;

4. Bahwa sete lah  penyerahan  berkas  sebaga imana  pada  angka  

2  dan  3  te rsebu t  d ia tas ,  Tergugat  bers i f a t  te r t u t up  

dan  t i dak  member ikan  in fo rmas i  apapun  kepada  Para  

Penggugat  maupun team pemenang yang  diben tuk  oleh  Para  

Penggat  ba ik  da lam  rangka  ver i f i k a s i  admin i s t r a s i  

maupun  ver i f i k a s i  fak tua l  sebaga imana  yang  di  atu r  

da lam  pera tu ran  KPU  Nomor  13  Tahun  2010  ;

5. Bahwa  pada  tangga l  2  Mei  2011  Tergugat  mengadakan  /  

megeluarkan  pengumuman  yang  is i nya  te l ah  dipu tuskan  

oleh  Tergugat  mela lu i  sura t  keputusan  objek  sengke ta  

dengan  SK  17/KPTS/  KPU- Kab.  Tmb.  033.  680764/2011  

tangga l  2  Mei  2011  ten tang  penetapan  pasangan  ca lon  

yang  memenuhi  persyara tan  peser ta  Pemi l i han  Umum 

Kepala  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Tahun  2011  ;

6. Bahwa  Para  Penggugat  te l ah  memenuhi  syara t  dukungan,  

namun  ada  beberapa  par ta i  po l i t i k  yang  dia l i h kan  

secara  senga ja  oleh  Terguga t  kepada  kand ida t  la i n  

tanpa  adanya  rekomendas i  yang  je l as  dar i  par ta i  

po l i t i k  d i  anta ranya  :
Hal .  7 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Par ta i  Pemuda Indones ia  (PPI ) ,  Par ta i  Kasih  Demokras i  

Indones ia  (PKDI )  d ia l i h kan  ke  kand ida t  Drs .  Manase  

Paa,  M.Si ,  dan  Paska l i s  Baru ,  S.Pd.

Padaha l  je l as - je l as  bahwa  kedua  par ta i  po l i t i k  

te rsebu t  te lah  menandatangan i  sura t  pernya taan  

kesepaka tan  bersama pada  tangga l  8 Februar i  2011  untuk  

member ikan  dukungan  kepada  Para  Penggugat  dan  bukan  

kepada  Drs .  Manase Paa,  M.Si ,  dan  Paska l i s  Banu,  S.Pd.  

;

7. Bahwa  sura t  keputusan  KPU  Kabupaten  Tambrauw 

(Terguga t )  yang  menjad i  sengketa  dalam  perkara  in i  

ada lah  sangat  merug ikan  Para  Penggugat  karena  par ta i  

po l i t i k  yang  mengusung  Para  Penggugat  dia l i h kan  beg i t u  

sa ja  dan  in i  merupakan  bentuk  kecurangan  yang  

di l akukan  oleh  Tergugat  tanpa  ver i f i k a s i  fak tua l  yang  

akura t  ke  DPP  Par ta i  Pol i t i k .  Seharusnya  pasangan  

ca lon  kand ida t  Bupat i  dan  waki l  Bupat i  Drs .  Manase  

Paa,   M.Si ,   dan  Paska l i s   Baru ,  S.Pd.   dan  sekarang  

di te t apkan  sebaga i  pasangan  ca lon  yang  memenuhi  

persya ra tan  peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Twnbmuw tahun  2011  t i dak  

memenuhi  syara t  15% ba ik  dukungan  par ta i  pol i t i k ,  

gabungan  par ta i  po l i t i k  maupun gabungan  par ta i  po l i t i k  

yang  memi l i k i  seed  dan  non  seed,  akan  te tap i  Tergugat  

te tap  melo loskan  pasangan  Drs .  Manase  Paa,  M.Si ,  dan  

Paska l i s  Baru ,  S.Pd.  dar i  baka l  ca lon  menjad i  pasangan  

ca lon  kand ida t  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Tambarauw 2011  

dan  sekarang  sebaga i  pasangan  ca lon  yang  memenuhi  

persy ra tan  peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Dacrah  dan  

Waki t  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011  

dengan  dike lua rkan  SK 

8

8

Disclaimer
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Nomor17/KPTS/KPU- Kab.Tmb.033.680764 /2011  tangga l  02 

Mei  2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang 

Memenuhi  Persyara tan  Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Tahun  2011.  Dan ber i t a  

acara  rapa t  Pleno ,  Hal  in i  te lah  melanggar  

Undang- undang  Nomor  12 Tahun  2008  maupun Pera tu ran  KPU 

Nomor  13  Tahun  2010  ;

8. Bahwa  sebe lum  Objek  sengketa  di  te rb i t k an  Oleh  

Tergugat  Para  Penggugat  te l ah  berusaha  untuk  

menginga tkan  Tergugat  maupun  Panwas  Kada  Kabupaten  

Tambrauw agar  memperhat i kan  adanya  dukungan  ganda  bagi  

pasangan  ca lon  yang  memanfaatkan  ket i dak  t ransparannya  

Tergugat  sebaga i  penye lenggara  PEMILUKADA sesua i  sura t  

te r t angga l  15  Februar i  2011  ;

9. Bahwa  j i ka  te r j ad i  ha l  seper t i  in i  maka  seharusnya  

Tergugat  t i dak  boleh  te r t u t up  dan  t i dak  boleh  memihak ,  

namun  par ta i  yang  ada  Terguga t  mengal i hkan  dukungan  

Parpo l  yang  te l ah  mendukung  Para  Penggugat  ba ik  pada  

t i ngka t  kabupaten  maupun  dewan  pimpinan  pusat  ;

10.

Bahwa  t i ndakan  Terguga t  da lam  menerb i t kan  objek  

sengketa  sudah  mendapat  pro tes  dar i  DPP Par ta i  Kasih  

Demokras i  Indones ia  mela lu i  sura t  Nomor  :  392/DPP/ I -

C/03/2011  tangga l  3  maret  2011  per iha l  peno lakan  

Kandida t  Bupat i /Wak i l  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw  ;

11.

Bahwa  walaupun  sudah  menyebabkan  kerug ian  bag i  Para  

Penggugat  sete lah  menerb i t kan  Objek  sengketa ,  Tergugat  

Hal .  9 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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masih  sa ja  te r t u t up  dalam  member ikan  in fo rmas i  

berka i t an  dengan  penerb i t an  objek  sengke ta ,  karena  

sete lah  merasa  di rug i kan  oleh  Tergugat ,  maka  Para  

Penggugat  berusaha  agar  mendapat  objek  sengketa  

dimaksud  namun  sampai  guggatan  in i   d ia jukan   Para  

Penggugat   t i dak   mendapatkannya ,       o leh  karena  i t u  

Para  Penggugat  mohon  kepada  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jayapura  Agar  memer in tahkan  Tergugat  membawa 

as l i  Objek  sengketa  a  quo  ;

12.

Bahwa  Pani t i a  Pengawas  pemi l i han  umum  kabupaten  

Tambrauw te lah  menerb i t kan  sura t  rekomendas i  yang  pada  

in t i n ya  menyatakan  bahwa  keputusan  Tergugat  berupa  

objek  sengke ta  harus  d iba ta l kan  karena  sudah  melanggar  

atu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa  sesua i  dengan  keten tuan  pasa l  55  ayat  (1 )  

Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  maka  Para  Penggugat  

ada lah  pihak  yang  sangat  d i rug i kan  dengan  

di te rb i d cannya  sura t  a  quo  ;

14. Bahwa  dar i  po in - poin  yang  disampaikan  d ia tas  maka 

sangat  je l as l ah  bahwa  Terguga t  te l ah  melanggar  

pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  seper t i  yang  

diamanatkan  oleh  Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2009  

ten tang  perubahan  kedua  atas  undang - undang  Nomor  5 

tahun1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  pasa l  53  

ayat  (2 )  Huru f  a  ya i t u  :

a.  

Pasa l  60  ayat  (1 ) ,  (2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 )  Undang- undang 

Nomor  12  tahun  2008  ten tang  perubahan  atas  undang  

undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  
10

10
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Daerah  ;

b.  

Pasa l  (4 ) ,  (6 ) ,  (7 ) ,  ayat  (4 )  pera tu ran  KPU Nomor  

13  Tahun  2010  ten tang  pedoman  tekn i s  Tata  cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  ;

c. Pasa l  14  ayat  7  pera tu ran  KPU Nomor  13  tahun  2010  

ten tang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  ;

15.

Bahwa  disamping  i t u  Tergugat  juga  te l ah  melanggar  

asas - asas  umum  perner i n t ah  yang  baik  sebaga iman  

dimaksud  dalam  Undang- undang  Nomor  21  tahun  2009 

ten tang  Perubahan  kedua  atas  Undang- undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  pasa l  

53  ayat  2  Huru f  b,  khususnya  asas  pro fes i ona l i t a s ,  

asas  fa i r  p lay  dan  asas  kecermatan  fo rma l  seh ingga  

objek  sengketa  a  quo  patu t l ah  untuk  diba ta l kan  ;

16.

Bahwa  Para  Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara  mela lu i  Hakim Tungga l  yang  memer iksa  

perkara  in i  mengabulkan  Gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  dan   menyatakan   bata l   atau   t i dak  sah  

Keputusan  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM KABUPATEN TAMBRAUW 

NOMOR 17/KPTS/KPUKAB.TMB.033.680764 /2011  Tangga l  2  Mei  

2011  TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI 

PERSYARATAN PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN 
Hal .  11 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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WAKIL  KEPALA  DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2011.  

Maka Para  Penggugat  juga  meminta  agar  Tergugat  juga  di  

per i n t ahkan  untuk  mencabut  Objek  sengketa  in i  dan  

t i dak  melo loskan  Drs .  Manase  Paa,  M.Si ,  dan  Paska l i s  

Baru ,  S.Pd.  ;

17.  

Bahwa  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  dan  

memer in tahkan  Terguga t  agar  mencabut  ob jek  sengke ta  a 

quo  maka  Para  Penggugat  mohon  agar  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  agar  membuat  keputusan  yang  baru  dan  

kedua  par ta i  po l i t i k  yang  te l ah  manandatangan i  sura t  

pernya taan  kesepaka tan  bersama  secara  hukum  sah  

mendukung  Para  Penggugat  Gabr ie l  Asem,  SE,  M.Si  dan  

Yohanis  Yernbra  S.Sos  ;

18.

Bahwa dengan  d i  te rb i t k annya  ob jek  sengke ta  maka je l as  

merug ikan  kepent i ngan  Para  Penggugat  dan  agar  t i dak  

mengak iba tkan  adanya  kerug ian  negara  yang  leb ih  besar  

j i k a  obyek  sengketa  di tunda  apa lag i  sesua i  tahapan  

yang  ada Tergugat  te l ah  penar i kan  nomor  uru t  tangga l  5 

Mei  2011  o leh  karenanya  Para  Penggugat  mohon  kepada  

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  atau  Hakim 

Tungga l  yang  memer iksa ,  perkara  in i  mengeluarkan  

penetapan  penundaan  te rhadap  pelaksanaan  ob jek  

sengketa  sebaga imana  dimaksud  o leh  keten tuan  pasa l  67  

ayat  2  dan  ayat  3  Undang- undang  Nomor  5  tahun  1986  

Jo.Undang - undang  Nomor  51  Tahun  2009  ;

Bahwa  berdasarkan  kese lu ruhan  ura ian  te rsebu t  d ia tas  maka 

Para  Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  cq  Hakim tungga l  yang  memer iksa  dan mengadi l i  perkara  

12

12
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a  quo,  berkenan  k i ranya  menja tuhkan  putusan  dengan  ad i l  

berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  esa  dengan  amar  sebaga i  

ber i ku t  :

Dalam Penundaan :

1.  

Mengabulkan  permohonan  penundaan  Para  Penggugat  

Selu ruhnya  ;

2.  

Memer in tahkan   Tergugat   untuk   menunda   pe laksanaan  

objek   sengketa   maupun   Tahapan  se lan ju t nya  sampai  

dengan  perkara  a  quo  berkekua tan  hukum  te tap  ;

Dalam  Pokok  Perkara  :

1.  

Mengabulkan  Gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

2.  

Menyatakan   bata l   atau   t i dak   sah   keputusan  Tata  Usaha  

Negara  berupa  Keputusan  KOMISI  PEMILIHAN UMUM Kabupaten  

Tambrauw Nomor  17/KPTS/KPUKab.Tmb.033 .680764 /2011  tangga l  

2 Mei  2011  ten tang  penetapan  pasangan  ca lon  yang  memenuhi  

persyara tan  peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Tahun  2011  ;

3.  

Memer in tahkan  Terguga t  agar  mencabut  keputusan  Tata  Usaha  

Negara  berupa  keputusan  KOMISI  PEMILIHAN UMUM Kabupaten  

Tambrauw  Nomor  17/KPTS/KPU- Kab.Tmb.033.680764 /2011  

Hal .  13 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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tangga l  2  Mei  2011  ten tang  penetapan  pasangan  ca lon  yang  

memenuhi  persyara tan  peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Tahun  2011  ;

4.  

Memer in tahkan   Tergugat   agar   menetapkan  2  par ta i  

po l i t i k  ya i t u  Par ta i  Pemuda Indones ia  (PPI ) ,  Par ta i  Kasih  

Demokras i  Indones ia  (PKDI )  se la i n  par ta i  Golkar  dan  

Par ta i  Kedaula tan  yang  te lah  menandatangan i  sura t  

kesepaka tan  bersama  anta ra  par ta i  po i t i k  peser ta  pemi lu  

da lam  penca lonan  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

pada  tangga l  8  Februar i  2011  ada lah  sah  mengusung  ca lon  

Kandida t  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Gabr ie l  Asem,  SE. ,  M.Si  

dan  Yohanis  Yembra,  S.Sos  ;

5.  

Memer in tah  Tergugat  agar  mengeluarkan  sura t  keputusan  

baru  untuk  t i dak  melo loskan  pasangan  ca lon  Drs .  Manase  

Paa,  M.Si ,  dan Paska l i s  Baru ,  S.Pd.  yang  menjad i  pasangan  

ca lon  yang  memenuhi  persyara tan  peser ta  pemi l i han  umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw 

tahun  2011,  karena  t i dak  memenuhi  syara t  undang - undang 

15%  untuk  syara t  penca lonan  ;

6.  

Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terguga t .

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  

te rsebu t ,  Pengadi l an   te l ah   memanggi l   p ihak   ke   3  ( t i ga )  

ya i t u   Drs .  Manase   Paa,   M.Si  dan  Paska l i s  Baru  sebaga i  

Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  yang  memenuhi  persyara tan  

sebaga i  peser ta  yang  di te t apkan  berdasarkan  obyek  sengketa  

14

14
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dan  pihak  ke  3  ( t i ga )  te rsebu t  te l ah  mengajukan  permohonan  

mela lu i  kuasa  hukumnya  untuk  masuk  sebaga i  p ihak  in te r vens i  

da lam sengketa  in  casu  dengan  sura t  permohonan  te r t angga l  26 

Mei  2011  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  permohonan  in t e r vens i  

te rsebu t ,  secara  l i san  di  Pers idangan ,  Para  Penggugat  dan  

Tergugat  menyatakan  t i dak  berkebera tan  dan  Hakim  Tungga l  

te lah  mengambi l  s ikap  mela lu i  Putusan  Sela  Nomor  :  26  

AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR  Tangga l  01  Jun i  2011,  dengan  

medudukkan  Drs .  Manase  Paa,   M.Si  dan Paska l i s  Baru  sebaga i  

Para  Terguga t  I I  In te r vens i  ;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Para  Penggugat  te r sebu t  

Tergugat  te l ah  mengajukan  Jawaban  te r t angga l  01  Jun i  2011,  

yang  is i n ya  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI  :

Bahwa sebe lum Tergugat  menanggap i  mater i  pokok  perkara ,  maka 

te r l eb i h  dahu lu  Tergugat  ing in  mengajukan  Ekseps i  te rhadap  

gugatan  Para  Penggugat  a quo,  sebaga i  ber i ku t  ;

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN 

MENGADILI  SENGKETA A QUO.

Sesua i  dengan  fak ta - fak ta  hukum  yang  sesungguhnya ,  

bahwasanya  dalam permasa lahan  pokok  perkara  in i  berawal  dar i  

”Pendaf t a r an  Baka l  Pasangan  Calon  dar i  Par ta i  Pol i t i k  

dan/a tau  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k ,  mula i  tangga l  06  –  11  

Februar i  2011” ,  d imana  sesua i  dengan  Formul i r  Model  B,  B1,  

B2.  KWK.KPU PARPOL dan  ke lengkapan  dukungan  dar i  Pasangan 

Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw tahun  2011,  dapat  d iungkapkan  fak ta - fak ta ,  sebaga i  

ber i ku t  ;

PARTAI  PEMUDA INDONESIA

Bahwa Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

yang  mendaf ta r kan  pada  saat  i t u  yang  menggunakan  ”Par ta i  

Pemuda  Indones ia ”  yang  d is i ngka t  dengan  PPI  hanya  2  (dua)  

Hal .  15 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Pasangan Calon ,  yakn i  :

NO NAMA PASANGAN 
BAKAL CALON

KEPALA DAERAH
&

WAKIL KEPALA 
DAERAH

SURAT DUKUNGAN
DARI

PENGURUS DPP PPI

PENGURUS DPC 
PPI  KAB.  
TAMBRAUW

YANG 
MENANDATANGANI
FORMULIR MODEL 

B,  B1,  B2.  
KWK.KPU PARPOL

1 Gabr ie l  Assem,  
SE,  M.Si  

dan 
Yohanes  Yembra,  

S.Sos

-
Ketua  DPC: 
DONATUS HAE

dan 
Sekre ta r i s  

DPC: 
AMANDUS BAME

Dengan:
FORMULIR MODEL 

B,  B1,  B2.  
KWK.KPU PARPOL

tangga l  8- 2-
2011

Akan te tap i ,  
pada saat  
perba i kan  

berkas  
FORMULIR MODEL 

B,  B1,  B2.  
KWK.KPU PARPOL
pada tangga l  8 

Apr i l  2011,  
te rnya ta  
susunan  

Pengurus  DPC 
PPI  

Kab.Tambrauw 
te l ah  berubah  
kompos is i nya ,  

sebaga i  
ber i ku t :

Ketua  DPC: 
DONATUS HAE

dan 
Sekre ta r i s  

DPC: 
MAIKEL YESNATH

2. Drs .  Menase Paa,  
M.Si
Dan

Paska l i s  Baru ,  
S.Pd

1. Sura t  
Rekomendas i  DPP 
PPI ,   Nomor:  
SR-26/SR/DPP-
PPI /A /  VI /2010  

Ketua  DPC: 
COSMAS BARU

dan 
Sekre ta r i s  

DPC: 
16

16
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TANGGAL 28 JUNI  
2010,  d i tanda  
tangan i  o leh :  
PLT.  Ketua  
Umum:  BOSTON 
MANURUNG  dan 
Sekre ta r i s  
Jendera l :  NIKO 
SIL ITONGA.

2. Sura t  Keputusan  
DPP PPI ,  Nomor:  
SK-33.08 /DPP-
PPI /A / I /  2011 
tangga l  7- 1-
2011,  ten tang :  
Komposis i  dan 
Susunan 
Persona l i a  
Care take r  DPC 
PPI  Kab.  
Tambrauw 
Prop ins i  Papua 
Bara t  masa 
bakt i  –  2014,  
d i t anda  tangan i  
o leh :  Ketua  
Umum:  Drs .  
Efend i  Saud,  
MBA  dan 
Sekre ta r i s  
Jendera l :  Drs .  
Reinhard  Samah.

SIMON PETRUS 
BARU

Dengan:
FORMULIR MODEL 

B,  B1,  B2.  
KWK.KPU PARPOL
Ter tangga l  10-

2- 2011

Sedangkan  Pasangan  baka l  ca lon  Pet rus  P.  Yembra  dan  Drs .  

Er i ck  Mayor ,  M.Si  pada  saat  mendaf ta r  ke  KPU Kabupaten  

Tambrauw  sebaga i  Pasangan  Bakal  Calon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  sesua i  

dengan  Formul i r  Model  B,  B1,  B2.  KWK.KPU PARPOL te r t angga l  

10  Februar i  2011,  te rnya ta  Par ta i  Pol i t i k  dan/a tau  Gabungan  

Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  te rd i r i  dar i  3  ( t i g a )  Par ta i  

Pol i t i k  dan/a tau  Gabungan Par ta i  Pol i t i k ,  te rd i r i  dar i  :

NO NAMA PARTAI KETUA DPC
Atau  

SEBUTAN 
LAIN

SEKRETARIS 
DPC atau  

SEBUTAN LAIN

KETERANGAN

1 PARTAI  YOHANES ADAM KLOW, TIDAK ADA 

Hal .  17 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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KEDAULATAN YESNATH, 
S.Sos

S.Pak TANDA 
TANGAN 

KETUA DPC

2 PARTAI  BURUH JONIAS 
TITUS 

OHOINER

MAIKEL MAYOR KETUA & 
SEKRETARIS 

MENANDA 
TANGANI 

FORMULIR 
TERSEBUT

3 PARTAI  DEMOKRASI 
PEMBARUAN

DANIEL 
YESNATH

MARTHEN 
MAMBRASAR

TIDAK ADA 
TANDA 

TANGAN 
SEKRETARIS

Keterangan :  Formul i r  Model  B- KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  berupa :  

Sura t  Penca lonan ,  yang  pada  awal  pendaf ta ran  oleh  pasangan  

ca lon  Pet rus  P.  Yembra  dan Drs .  Er i ck  Mayor ,  M.Si . ,  te r t u l i s  

Nomor:  01/GAB- P/TAM/I I / 2011  tangga l  10 Februar i  2011 .

Selan ju tnya ,  Terguga t  melakukan  Ver i f i k a s i  per tama  te rhadap  

DPP  PPI  pada  tangga l  17  Februar i  2011,  ber tempat  di  

Sekre ta r i a t  DPP PPI ,  J l .  K.H.  Abdul l ah  Syafe i  53  C Tebet  

Jakar ta  Sela tan .   Bahwa,  DPP PPI  menjawab  Sura t  Terguga t ,  

Nomor:  270/12 /KPU- TMB/I I / 2011  te r t angga l  14  Februar i  2011,  

Per iha l  Lega l i t a s  Rekomendas i ,  mela lu i  Sura t  DPP PPI  Nomor:  

12/DPP- PPI / I I / 2 011  tangga l  18  Februar i  2011 ,  Per iha l :  

Pember i t ahuan ,  yang  d i t u j u kan  kepada  Tergugat ,  dan  te lah  

te rnya ta  Pasangan  baka l  ca lon  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun  2011  yang  mendapat  dukungan  

dar i  Par ta i  Pemuda  Indones ia  (PPI )  ada lah :  Pasangan  Calon  

Drs .  Menase  Paa,  M.Si  dan  Paska l i s  Baru ,  S.Pd.

Hal  mana dalam sura t  te rsebu t  d i l amp i r kan  pula  dengan  Sura t  

Keputusan  DPP PPI ,  Nomor:  1301/SK- DPP/PPI / I - 11  tangga l  06  

Januar i  2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t  Masa 

Bakt i  2011 – 2016 in  casu  Drs .  Menase Paa,  M.Si  dan Paska l i s  

Baru ,  S.Pd. ,  te rmasuk  pu la  dengan  Sura t  Keputusan  DPP PPI ,  

Nomor:  SK-33.08 /DPP- PPI /A / I /  2011  tangga l  7  Januar i  2011,  

ten tang :  Komposis i  dan  Susunan  Persona l i a  Care take r  DPC PPI  
18

18
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Kab.  Tambrauw Prop ins i  Papua  Bara t  masa bakt i  – 2014,   yang  

mana   kesemuanya  di tanda  tangan i  o leh  Pengurus  DPP PPI ,  

ya i t u :  Ketua  Umum:  Drs .  Ef fend i  Saud,  MBA dan  Sekre ta r i s  

Jendera l :  Drs .  Reinhard  Samah.

Untuk  sebaga i  cata tan  hukum dan  bahan  per t imbangan  hukum 

Hakim  Tungga l  a  quo,  bahwasanya  se lama  Tergugat  melakukan  

Ver i f i k a s i  d i  DPP  PPI ,  te lah  te rnya ta  Tergugat  t i dak  

menemukan  dokumen- dokumen  la i nnya  berka i t an  dengan  Sura t  

Keputusan  maupun sura t  penegasan  kepada  Pasangan  baka l  ca lon  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw 

tahun  2011  d i  DPP  PPI ,   kecua l i  dokumen- dokumen  yang  

berka i t an  dengan  dukungan  DPP PPI  te rhadap  Drs .  Menase  Paa,  

M.Si  dan Paska l i s  Baru ,  S.Pd.

Bahwa  pada  saat  Tergugat  melakukan  Rapat  Pleno  Penetapan  

Pasangan  Calon  yang  memenuhi  persya ra tan  sebaga i  peser ta  

Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  Tahun  2011  pada  tangga l  3  Maret  2011,  te rnya ta  

Formul i r  Model  B,  B1,  B2.  KWK.KPU PARPOL te r t angga l  10  

Februar i  2011  atas  nama  Pasangan  Calon  Pet rus  P.  Yembra  

te lah  di rubah  dan  t i dak  d ise rahkan  secara  prosedura l ,  ya i t u  

t i dak  dise rahkan  mela lu i  Ketua  Pokja  Penca lonan  dan  

Ver i f i k a s i  KPU Kabupaten  Tambrauw,  namun  te tap  te r t u l i s  

te r t angga l  10  Februar i  2011,  yang  dapat  d isebu tkan  dan  

di r i n c i ,  sebaga i  ber i ku t  :

NO NAMA PARTAI KETUA DPC
Atau  

SEBUTAN 
LAIN

SEKRETARIS 
DPC atau  

SEBUTAN LAIN

KETERANGAN

1 PARTAI  
KEDAULATAN

ADAM KLOW, 
S.Pak

OBERTY 
KATERINA 

MSEN

TERDAPAT 
TANDA 

TANGAN 
KETUA DAN 

SEKRETARIS

2 PARTAI  BURUH JONIAS 
TITUS 

OHOINER

MAIKEL MAYOR TERDAPAT 
TANDA 

TANGAN 
KETUA DAN 

Hal .  19 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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SEKRETARIS

3 PARTAI  DEMOKRASI 
PEMBARUAN

DANIEL 
YESNATH

MARTHEN 
MAMBRASAR

TERDAPAT 
TANDA 

TANGAN 
KETUA DAN 

SEKRETARIS

4 PARTAI  PEMUDA 
INDONESIA

AMANDUS 
BAME

KAROLUS 
YESNATH

TERDAPAT 
TANDA 
TANGAN 
KETUA DAN 
SEKRETARIS

Keterangan :  sa lah  satu  Formul i r  Model  B- KWK.KPU  PARTAI  

POLITIK ,  berupa :  Sura t  Penca lonan ,  Nomor:  02/GAB-

P/TAM/ I I / 2011  te r t u l i s  te r t angga l  10  Februar i  2011 ,  Pasngan  

Calon  Pet rus  P.  Yembra  te rnya ta  te rdapa t  perbedaan  dengan  

Formul i r  Model  B- KWK.KPU  PARTAI  POLITIK ,  berupa:  Sura t  

Penca lonan ,  Nomor:  01/GAB- P/TAM/I I / 2011  te r t u l i s  te r t angga l  

10  Februar i  2011,  d imana  Amandus  Bame yang  pada  Formul i r  

Model  B,  B1,  B2- KWK.KPU PARTAI  POLITIK  pada  Para  Penggugat  a 

quo  te r t u l i s  sebaga i  Sekre ta r i s  DPC PPI  Kabupaten  Tambrauw,  

namun  pada  Formul i r  perubahan  Pasangan  Calon  Pet rus  P.  

Yembra  dan  Drs .  Er ick  Mayor ,  M.Si . ,  te r t u l i s  Amandus  Bame 

sebaga i  Ketua  DPC PPI  Kabupaten  Tambrauw.

Bahwa,  se lan ju t nya  Tergugat  te tap  melakukan  Rapat  Pleno  pada  

tangga l  3  Maret  2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  yang  

memenuhi   persyara tan   sebaga i  peser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun  2011 ,  dan 

di t uangkan  dalam  Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  

Nomor:  11/Kpts /KPU- Kab.033 .680764/2011  tangga l  3 Maret  2011,  

yang  dapat  d isebu tkan  dan diu ra i kan ,  sebaga i  ber i ku t  :

NAMA PASANGAN 
CALON

KETERANGAN PARPOL/GABUNGAN 
PARPOL YANG 
MENGUSULKAN

JIMMY DEMIANUS 
IJ IE ,  SH

REGINA YEKWAN, 
S.Pd

CALON KEPALA DAERAH
CALON WAKIL KEPALA 

DAERAH

- PARTAI  DAMAI 
SEJAHTERA.

PDI  PERJUANGAN.

GABRIEL ASSEM, CALON KEPALA DAERAH - PARTAI  GOLKAR
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SE,  M.Si
YOHANIS YEMBRA, 

S.Sos

CALON WAKIL KEPALA 
DAERAH

Drs.  MENASE PAA,  
M.Si

YOHANIS YEMBRA, 
S.Sos

CALON KEPALA DAERAH
CALON WAKIL KEPALA 

DAERAH

- PARTAI  
KEBANGKITAN 
BANGSA.

- PARTAI  PEMUDA 
INDONESIA.

- PARTAI  KASIH 
DEMOKRASI.

- PARTAI  
PERSATUAN 
PEMBANGUNAN.

- PARTAI  
BARISAN 
NASIONAL.

PETRUS Y.  
PANGALILA

DrS.  ERICK MAYOR, 
M.Si

CALON KEPALA DAERAH
CALON WAKIL KEPALA 

DAERAH

- PARTAI  BURUH.
- PARTAI  

KEDAULTAN.
- PARTAI  

DEMOKRASI 
PEMBARUAN.

GERZON JITMAU,  
SH,  MM

ANTON TITIT ,  S.Pd

CALON KEPALA DAERAH
CALON WAKIL KEPALA 

DAERAH

- PARTAI  
DEMOKRAT.

- PARTAI  
HANURA.

- PARTAI  
GERINDRA.

PARTAI  NASIONAL 
BENTENG KERAKYATAN 
INDONESIA

Bahwa Terguga t  mengaku i ,  pasca  dike lua r kan  Sura t  Keputusan  

KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  11/Kp ts /KPU-

Kab.033 .680764 /2011  tangga l  3 Maret  2011,  te rnya ta  4 (empat )  

Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011  la i nnya  mempermasa lahkan  dan 

mengajukan  kebera tan  berka i t an  dengan Par ta i  Pol i t i k .

Singka tnya ,  Tergugat  bersama- sama  KPU  Kabupaten  Maybra t  

mengadakan  Rapat  Pleno  bersama  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  

da lam  rangka  eva luas i  dan  pemer iksaan  Berkas  Calon  Bupat i  

dan  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Maybra t  dan   Kabupaten  

Tambrauw,   yang   jun t r ungnya   Tergugat   mengeluarkan   Sura t  

Keputusan ,  Nomor:  14/Kpts /KPU- Kab.Tmb- 033.680764/2011  

tangga l  21 Maret  2011  ten tang  Pencabutan  Dan/Atau  Pembata lan  

Hal .  21 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Atas  Sura t  Keputusan  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

11/Kpts /KPU- Kab.033 .680764 /2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw Tahun 2011.

Selan ju tnya ,  Tergugat  melakukan  ver i f i k a s i  admin is t r a s i  dan  

fac tua l  u lang  te rhadap  Par ta i  po l i t i k  dan/a tau  Gabungan  

Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011.

Bahwa t i ndakan  Tergugat  sehubungan  dengan   penca lonan  ganda  

seper t i  te rsebu t  d ia tas ,  maka Tergugat  meru juk  pada  Pasal  61 

Pera tu ran  KPU Nomor:  13  Tahun  2010  ten tang  Pedoman Tekn is  

Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah,  yang menegaskan  :

Ayat  (1 ) :

”Apab i l a  da lam  proses  pene l i t i a n  admin is t r a s i  

te rhadap  sura t  penca lonan  d i t emukan  dokumen sebuah  

par ta i  po l i t i k  memi l i k i  2  (dua)  atau  leb ih  

kepengurusan  yang  masing- masing  mengajukan  baka l  

pasangan  ca lon ,  d i l akukan  pene l i t i a n  menyangkut  

keabsahan  kepengurusan  par ta i  po l i t i k  te rsebu t  

kepada  Pimpinan  pusat  par ta i  po l i t i k  yang  

bersangku tan ” .

Ayat  (2 ) :

”Da lam pene l i t i a n  keabsahan  pengurus  par ta i  po l i t i k  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 ) ,  KPU Prov ins i  

atau  KPU  Kabupaten /Ko ta  melakukan  k la r i f i k a s i  

dengan  berpedoman  pada  anggaran  dasar /anggaran  

rumah  tangga  par ta i  po l i t i k  yang  bersangku tan ” .

Bahwa Tergugat  te l ah  melakukan  pene l i t i a n / k l a r i f i k a s i  dengan  

22

22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang i  Depar temen  Hukum dan HAM RI  dan te l ah  mendapatkan  

data  kepengurusan  DPP Par ta i  Pemuda  Indones ia  (PPI )  dan  

alamat  yang  sah,  sebaga imana  yang  te rdapa t  pada  Sura t  

Keputusan  Menter i  Hukum  dan  HAM  RI ,  Nomor:  M-HH-

20.AH.11 .01 .TAHUN  2010  Tangga l  29  Desember  2010,  ya i t u :  

Ketua  Umum:  Drs .  HM.Ef fend i  Saud,  MBA  dan  Seker ta r i s  

Jendera l :  Drs .  Reinhard  Samah,  namun  saat  in i  a lamat  DPP 

PPI ,  te lah  berp indah  alamat  sekre ta r i a t  d i :  Ja lan  ITC  

Fatmawat i  Pusat  Niaga  Duta  Mas Fatmawat i  Blok  B2- 37,  Ja lan  

RS.  Fatmawat i  No.  39,  Jakar t a  Sela tan .  Kode  Pos:  12150,  

Telp :  (021)  72800959,  Fax:  (021)  72800957/58 .

Selan ju t nya ,  Tergugat  datang  dan  menemui  Pengurus  DPP PPI  

dia l amat  sekre ta r i a t  te rsebu t  pada  tangga l  15 Apr i l  2011  dan 

ser ta  ber temu  dan  berb i ca ra  dengan  Ketua  DPP PPI  atas  nama:  

Yudho  Enja rnako  dan  Sekre ta r i s  Jendera l  atas  nama:  Drs .  

Reinhard  Samah,  da lam  rangka  melakukan  ”Ver i f i k a s i  

Admin is t r a s i  dan  Factua l  u lang”  te rhadap  DPP PPI  dan  ser ta  

memper l i ha t kan  ”semua  dokumen dukungan”  dar i  Pasangan  Bakal  

Calon  Drs .  Menase  Paa,  M.Si  dengan  Pasangannya,  Pasangan  

Baka l  Calon  Pet rus  P.  Yembra  dan  Pasangan  Baka l  Calon  

Gabr ie l  Assem,  SE,  M.Si . ,  dengan  pasangannya ,  yang  mana 

dokumen- dokumen  dar i  t i ap  pasangan  baka l  ca lon  d i t uangkan  

dalam  ”Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Admin is t r a s i  dan  Factua l  

Terhadap  Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  Pasangan  Calon  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011  

–  2016  te r t angga l  15  Apr i l  2011” ,  te rnya ta  sesua i  dengan  

Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  u lang  tangga l  15 Apr i l  2011  te rhadap  

DPP PPI ,  secara  tegas  DPP PPI  mengaku i  :

Sesua i  Angka  2  (dua)

:

”Bahwa  benar  DPP PPI  mengeluarkan  Sura t  

Rekomendas i  Dukungan  te rhadap  pasangan  

baka l  ca lon  Bupat i :  Drs .  Menase  Paa,  M.Si  

Hal .  23 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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dan  Calon  Bupat i :  Paska l i s  Baru ,  S.Pd ” .

Sesua i  Angka  3  ( t i ga )

:

”Bahwa  DPP  PPI  yang  bera lamat  seper t i  

te rcan tum  dalam poin  satu  dia tas  mengaku i  

kepengurusan  DPC PPI  Kabupaten  Tambrauw  

ada lah  Ketua :  Cosmas Baru  dan  Sekre ta r i s :  

Simon  Pet rus  Baru” .

Bahwa  persoa lan  hukum  dar i  pe laksanaan  ver i f i k a s i  u lang  

te rhadap  DPP PPI  sesua i  dengan  Pasa l  61 Pera tu ran  KPU Nomor:  

13 Tahun  2010,  maka Terguga t  ing in  mengungkapkan  fak ta - fak ta  

hukum  dida lam  has i l  ver i f i k a s i  te r sebu t  pada  tangga l  15  

Apr i l  2011,  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa,  te rdapa t  dukungan  ganda/penca lonan  ganda  da lam 

Pemi l i han  Kepala  Daerah  dalam  rangka  memi l i h  ca lon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  pada  pemi l i han  umum Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw tahun  

2011  dar i  DPP  PPI .

2. Terdapat  3  ( t i ga )  Pengurus  DPC PPI  Kabupaten  Tambrauw 

yang  berbeda  dalam  menandatangan i   Formul i r  Model  B,  

B1,  B2.  KWK.KPU PARPOL dar i  3  ( t i ga )  pasangan  ca lon  

te rsebu t  d ia tas .

3. Bahwa  te rnya ta ,  Sdr .  H.M.  Ef fend i  Saud,  MBA,  te lah  

dibe rhen t i k an  dan  dinya takan  berakh i r  sebaga i  Anggota  

DPP PPI  sesua i  dengan  Risa lah  Rapat  Pleno  DPP PPI  pada  

Senin ,  tangga l  21  Maret  2011  yang  note  bene  har i  dan  

tangga l  ser ta  tahun  secara  bersamaan ,  Tergugat  

mengeluarkan  Sura t  Keputusan ,  Nomor:  14/Kpts /KPU-

Kab.Tmb- 033.680764 /2011  tangga l  21  Maret  2011  ten tang  

Pencabutan  Dan/Atau  Pembata lan  Atas  Sura t  Keputusan  KPU 

Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  11/Kp ts /KPU-
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Kab.033 .680764 /2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  Tahun  2011.

4. Bahwa  se lan ju t nya ,  DPP  PPI  mengeluarkan  Sura t  

Keputusan ,  Nomor:  SK-KHUSUS.07/DPP- PPI /A / I I I / 2 011  

tangga l  22  Maret  2011  ten tang  Pengangkatan  dan 

Penetapan  Sdr .  Yudho  Enjanarko  sebaga i  Pejaba t  

Sementara  (P js )  Ketua  Umum  PPI .

Dengan  demik ian ,  secara  hukum  Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  

Admin is t r a s i  dan  fac tua l  te r t angga l  15  Apr i l  2011  yang  

di l akukan  Terguga t  te rhadap  DPP PPI  dan  di tanda  oleh  

Yudho  Enjanarko  sebaga i  Ketua  dan  Drs .  Reinhard  Samah 

sebaga i  Sekre ta r i s  Jendera l  ada lah  sah  secara  hukum.

Bahwa  berka i t an  dengan  has i l  ver i f i k a s i  te rhadap  PARTAI  

PEMUDA INDONESIA,  te rnya ta  Pasangan  Calon  Pet rus  P.  Yembra  

dan  Drs .  Er ick  Mayor  te l ah  mengajukan  Gugatan  di  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jayapura ,  d ibawah  reg i s t e r  Nomor:  

27/G.TUN/2011/PTUN.JPR  dan  s idang  perdananya  di l akukan  pada  

har i  Rabu,  tangga l  25 Mei  2011 dan Terguga t  sudah  mengajukan  

Ekseps i  dan Jawaban Pokok  Perkara  tangga l  30 Mei  2011.

PARTAI  KASIH DEMOKRASI INDONESIA.

Bahwa Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011  dise lenggarakan  oleh  KPU 

Kabupaten  Tambrauw in  cacu  Tergugat .  Dengan demik ian  hayatan  

demokras i  ada  pada  pada  DPC atau  sebutan  la i n  pada  Par ta i  

Pol i t i k  yang  berada  di  Kabupaten  Tambrauw.  Bahwa  dida lam  

persyara tan  penca lonan  yang  diusung  o leh  Par ta i  Pi l i t i k  atau  

Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  harus  menandatangan i  Formul i r  Model  

B,  B1,  B2.  KWK.KPU PARPOL,  yang  mana  bag ian  dar i  syara t -

syara t  yang  harus  dipenuh i  o leh  Pasangan  Calon  ada lah  

Formul i r  Model  B,  B1,  B2.  KWK.KPU PARPOL  harus  d i t anda  

Hal .  25 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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tangan i  o leh  Pengurus  Par ta i  DPC atau  sebutan  la i n  yang  sah  

dan  diaku i  o leh  DPP dar i  Par ta i  Pol i t i k  yang  bersangku tan ,  

sesua i  dengan  Pasal  15  ayat  (1 )    Pera tu ran  KPU Nomor:  13   

Tahun  2010,  ya i t u  di t anda  tangan i  o leh  Ketua  dan  Sekre ta r i s  

Par ta i  Pol i t i k  atau  sebutan  la i n  yang  bergabung.  Persoa lan  

dukungan  DPP atau  Sebutan  la i n  dar i  Par ta i  Pol i t i k  te r sebu t  

hanya lah  persoa lan  in te r na l  Par ta i  yang  atu rannya  mengacu  

kepada  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  tangga  Par ta i  

po l t i k  yang  bersangku tan  yang  bukan  ranah  hukum  dar i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara .  Sedangkan  Anggaran  Dasar  dan 

Anggaran  Rumah Tangga  bukan lah  Pera tu ran   Perundang- undangan  

yang   bers i f a t   publ i k  yang  dapat  d i j ad i kan  a la t  u j i  d i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara .  Dengan  demik ian ,  has i l  

pene l i t i a n / k l a r i f i k a s i  o leh  KPU Kabupaten  Tambrauw  dalam 

perkara  a quo harus  di te r ima  o leh  semua pihak  te ru tama  vers i  

kepengurusan  DPP  PKDI  yang  ber t i k a i ,  o leh  karena  hal  

te rsebu t  merupakan  kewenangan  KPU  Kabupaten  Tambrauw 

(Band ingkan  dengan  Per t imbangan  hukum  Putusan  Maje l i s  Hakim  

Banding  pada  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makasar ,  

Nomor:  16/B .TUN/2011/PT.TUN.MKS  tangga l  11  Apr i l  2011,  

ha l .8 - 9  yang  membata lkan  Putusan  Hakim  Tungga l  pada  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jayapura ,  da lam Perkara  

Nomor:  58/G/2010 /PTUN.JPR tangga l  27 Januar i  2011)  ;

Bahwa pasangan  ca lon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  yang  mendaf ta r kan  Par ta i  

Pol i t i k  PKDI  sebaga i  Par ta i  Pengusungnya  dalam  Formul i r  

Model  B,  B1,  B2.  KWK.KPU  PARPOL ada lah  Pasangan  Calon  

Gabr ie l  Assem,  SE,  M.Si  dan  Yohanis  Yembra,  S.Sos. , i n  casu  

Para  Penggugat  a  quo  dan   Pasangan  Calon  Drs .  Menase  Paa,  

M.Si  dan  Paska l i s  Baru ,  S.Pd. ,  akan  te tap i  masing- masing  

Pasangan  Calon  menggunakan  DPC PKDI  Kabupaten  yang  berbeda  

yang  mana  Pengurus  DPC PKDI  te rsebu t  d isahkan  dan  diaku i  

o leh  Pengurus  DPP  PKDI  yang  berbeda ,  yang  mana  dapat  

d iu ra i kan  sebaga i  ber i ku t  :

NAMA PASANGAN 
BAKAL CALON KEPALA 

DAERAH DAN WAKIL 

Formul i r  Model  B,  
B1,  B2.  KWK.KPU 

PARPOL

KETERANGAN
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KEPALA DAERAH Yang Di tanda  
Tangan i  Oleh  DPC 

PKDI  Kabupaten  
Tamrauw

GABRIEL ASEM, SE,  
M.Si
Dan

YOHANIS YEMBRA, 
S.Sos

Sesua i  dengan  
Formul i r  Model  B,  

B1,  B2.  KWK.KPU 
PARPOL tangga l  8 

Februar i  2011,  
bahwa

Yang Di tanda  
Tangan i  atas  nama 
Pengurus  DPC PKDI  

Kabupaten  Tamrauw,  
ada lah :
Ketua :

GABINO SEDIK
Sekre ta r i s :

YEREMIAS ASEM.

Sedangkan  dida lam  
perba i kan  berkas  

yang  di l akukan  oleh  
Para  Penggugat  pada 

tangga l  8 Apr i l  
2011,  te rnya ta  

Ketua  dan 
Sekre ta r i s  yang  

sama seper t i  yang  
te r t e r a  da lam 

Formul i r  

Model  B,  B1,  B2.  
KWK.KPU PARPOL 

tangga l  8 Februar i  
2011.

DIDUKUNG  OLEH 
REKOMENDASI:  
SURAT  KEPUTUSAN 
DPP  PKDI  NOMOR: 
0356/DPP-
PKDI /TUS/09 /  2010 
TANGGAL  17 
SEPTEMBER  2010 
TENTANG PENETAPAN 
BAKAL  CALON 
KEPALA  DAERAH 
TINGKAT KABUPATEN 
/  KOTA  PADA 
PEMILIHAN  BUPATI  
DAN WAKIL  BUPATI  
KABUPATEN 
TAMBRAUW PROVINSI  
PAPUA  BARAT 
PERIODE  2011-
2016,   YANG DI  
TANDA  TANGANI 
OLEH  KETUA  UMUM 
DPP PKDI  STEVANUS 
ROY  RENING,  SH,  
MA.

Sedangkan  
Pengurus  DPC PKDI  
Kabupaten  
Tambrauw  adalah  
sesua i  dengan  
Sura t  Keputusan  
DPP PKDI ,  Nomor:  
24.10 /DPP/ I -
E/05/2010  tangga l  
27  Mei  2010,  yang  
di t anda  tangan i  
o leh :  KETUA UMUM 
DPP PKDI  STEVANUS 
ROY  RENING,  SH,  
MA.,  dengan  
susunan  Pengurus :

Ketua :
GABINO SEDIK
Sekre ta r i s :

YEREMIAS ASEM.

Hal .  27 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Drs .  MENASE PAA,  
M.Si
Dan

PASKALIS BARU, 
S.Pd

Sesua i  dengan  
Formul i r  Model  B,  

B1,  B2.  KWK.KPU 
PARPOL tangga l  10 

Februar i  2011,  
bahwa

Yang Di tanda  
Tangan i  atas  nama 
Pengurus  DPC PKDI  

Kabupaten  Tamrauw,  
ada lah :
Ketua :

JEMMY NAUW
Sekre ta r i s :

ALEX YESNATH.

Sedangkan  dida lam  
perba i kan  berkas  

yang  di l akukan  oleh  
Para  Penggugat  pada 

tangga l  2 Apr i l  
2011,  te rnya ta  

sesua i  yang  te r t e r a  
da lam Formul i r  

Model  B,  B1,  B2.  
KWK.KPU PARPOL

Ketua :
YONAS SEDIK
Sekre ta r i s :

ALEX YESNATH.

- DUKUNGAN 
BERDASARKAN 
SURAT 
REKOMENDASI 
DPC  PKDI  
KABUPATEN 
TAMBRAUW, 
DENGAN SURAT 
REKOMENDASI 
NOMOR: 
06/DPC-
PKDI.R /TMB/ I
I / 2011  
TANGGAL  6 
FEBRUARI 
2011,  
PERIHAL:  
REKOMENDASI 
PASANGAN 
CALON KEPALA 
DAERAH  DAN 
WAKIL  KEPALA 
DAERAH 
KABUPATEN 
TAMBRAUW 
MASA  BAKTI  
2011- 2016,  
YANG  DI  
TANDA 
TANGANI 
OLEH:

WAKIL  KETUA  I :  
JEMMY NAUW,  DAN 
SEKRETARIS:  ALEX 
YESNATH.

Bahwa  sesua i  
dengan  Formul i r  
Model  B,  B1,  B2.  
KWK.KPU  PARPOL 
tangga l  02  Apr i l  
2011,  te lah  
di t anda  oleh  
Pengurus  DPC 
PKDI  Kabupaten  
Tambrauw  yang  
sah  dan  d iaku i  
DPP  PKDI ,  yang  
bera lamat  d i  
Ja lan  Pangl ima  
Pol im  I /32 ,  
Kebayoran  Baru ,  
Jakar ta  Sela tan ,  
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ya i t u :  Ketua  
DPC:  Yonas  Sedik  
dan  Sekre ta r i s  
DPC:  Alex  
Yesnath ,  
sedangkan  Sdr .  
Jemmy  Nauw. ,  
kedudukan  
sebaga i  Waki l  
Ketua  I  yang  
sah,  sesua i  
dengan  POIN  2 
(dua)  Sura t  
Keputusan  DPP 
PKDI  NOMOR: 
25.10  DPP-
PKDI /TUS/  02/  
2011  TANGGAL 16 
FEBRUARI  2011 
ten tang  
Penetapan  Baka l  
Calon  Kepala  
Daerah  Tingka t  
Kabupaten /Ko ta  
pada  Pemi l i han  
Bupat i  dan  Waki l  
Kabupaten  
Tambrauw 
Prov ins i  Papua 
Bara t ,  yang  
di t anda  o leh :  
WAKIL  KETUA UMUM 
MICKAEL  H.  
LUMANAUW,  S.Th  
DAN  SEKRETARIS 
JENDRAL  MARIA 
ANNA S,  SH.

Bahwa,  Tergugat  melakukan  ver i f i k a s i  admin is t r a s i  dan  

fac tua l  u lang  te rhadap  Par ta i  po l i t i k  dan/a tau  Gabungan  

Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  te rhadap  

DPP PKDI  pada  tangga l  14  Maret  2011  dan  d i t uangkan  dalam 

bentuk  ”Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Admin is t r a s i  dan  Factua l  

Terhadap  Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  Pasangan  Calon  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011  

– 2016  te r t angga l  14 Apr i l  2011” ,  yang  mana has i l  Ver i f i k a s i  

te rsebu t ,  te rnya ta  :

Hal .  29 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Sesua i  dengan Angka 1 (sa tu ) :

”Bahwa benar  DPP PKDI  yang  bera lamat  di  ja l an  Pangl ima  Pol im  

I /32 ,  Kebayoran  Baru ,  Jakar ta  Sela tan ,  mengaku i  Kepengurusan  

DPC PKDI  Kabupaten  Tambrauw ada lah  yang  dip imp in  oleh  Ketua :  

Yonas  Sedik  dan Sekre ta r i s :  Alex  Yesnath ” .

Sesua i  dengan Angka 1 (sa tu ) :

Bahwa  benar  DPP  PKDI  mengeluarkan  Rekomendas i  dukungan  

te rhadap  pasangan  ca lon  Bupat i  atas  nama:  Gabr ie l  Asem,  SE,  

M.Si  dan Bakal  Calon  Waki l  Bupat i  atas  nama:  Yohanes  Yembra,  

S.Sos  pada tangga l  16 Februar i  2011” .

Akan te tap i  yang menjad i  permasa lahan  hukumnya adalah  :

1. Bahwa  Para  Penggugat  a  quo  dida lam  dida lam  perba i kan  

berkas  yang  di l akukan  oleh  Para  Penggugat  pada  tangga l  

8  Apr i l  2011,  te rnya ta  Ketua  dan  Sekre ta r i s  yang  sama 

seper t i  yang  te r t e r a  da lam  Formul i r  Model  B,  B1,  B2.  

KWK.KPU  PARPOL tangga l  8  Februar i  2011,  yang  mana 

kepengurusannya  t i dak  diaku i  o leh  DPP  PKDI  yang  

bera lamat :  Ja lan  Pangl ima  Pol im  I /32 ,  Kebayoran  Baru ,  

Jakar ta  Sela tan .  Sedangkan  Pasangan  ca lon  Drs .  Menase  

Paa,  M.Si  dan  Paska l i s  Baru ,  S.Pd. ,  d ida lam  Formul i r  

Model  B,  B1,  B2.  KWK.KPU PARPOL,  ba ik  te r t angga l  10  

Februar i  2011  maupun  te r t angga l  2  Apr i l  2011,  

menggunakan  Pengurus  DPC PKDI  Kabupaten  Tambrauw  yang  

sah  dan  d iaku i  DPP  PKDI  yang  bera lamat  di  Ja lan  

Pangl ima  Pol im  I /32 ,  Kebayoran  Baru ,  Jakar ta  Sela tan .

2. Bahwa pesta  demokras i  yang  d i l akukan  oleh  KPU Kabupaten  

Tambrauw  adalah  hayatan  demokras i  dar i  DPC  PKDI  

Kabupaten  Tambrauw yang  d i t anda  tangan i  o leh  Ketua  dan  

Sekre ta r i s  DPC PKDI  Kabupaten  Tambrauw  sesua i  dengan  

t i ngka t  daerah  penca lonannya ,  sebaga imana  yang  

di t egaskan  dalam Penje lasan  59  ayat  (5 )  huru f  a  UU No.  

12  Tahun  2008  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  UU No.  32  

Tahun  2004  ten tang  Pemer in tah  Daerah,  yang  mana 

Pera tu ran  Tekhn isnya  dia tu r  secara  tegas  pada  Pasal  15 

ayat  (1 )  Pera tu ran  KPU Nomor:  13  Tahun  2010  dimana  
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harus  di tanda  tangan i  o leh  Ketua  dan  Sekre ta r i s  DPC 

PKDI  Kabupaten  Tambrauw  yang  sah  dan  diaku i  o leh  DPP 

PKDI .

Persoa lan  hukum  bahwasanya  dukungan  DPP PKDI  te rhadap  

Para  Penggugat  a  quo  hanya lah  in te rna l  par ta i  te rmasuk  

pula  apab i l a  ada  sanks i  te rhadap  Yonas  Sedik  sebaga i  

Ketua  dan  Alex  Yesnath  sebaga i  Sekre ta r i s  DPC Kabupaten  

Tambrauw yang  sah  dan  diaku i  o leh  DPP PKDI ,  o leh  karena  

i t u  permasa lahan  in i  bukan lah  ranah  dar i  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara .

3. Bahwa t i ndakan  Para  Penggugat  dida lam  perba ikan  berkas  

Formul i r  Model  B,  B1,  B2.  KWK.KPU PARPOL tangga l  2 

Februar i  2011  yang  mana t i dak  menggunakan  Pengurus  DPC 

PKDI  Kabupaten  Tambrauw  yang  sah  dan  diaku i  o leh  DPP 

PKDI  yang  note  bene  menanda  tangan i  Formul i r  Model  B,  

B1,  B2.  KWK.KPU PARPOL tangga l  8  Februar i  dan  2  Apr i l  

2011  pada  pasangan  ca lon  Drs .  Menase  Paa,  M.Si  dan  

Paska l i s  Baru ,  S.Pd  adalah  t i ndakan  yang  bere ten tangan  

dengan  Pasal  15  ayat  (1 )    Pera tu ran  KPU Nomor:  13  Tahun   

2010 dan  leb ih  dar ipada  i t u  Para  Penggugat  t i dak  

mengharga i  dan menghormat i  Keputusan  DPP PKDI  yang  sah,  

te r l epas  persoa lan  hukum adanya  permasa lahan  in te r na l  

par ta i  da lam  tubuh  DPP  PKDI .

4. Berdasarkan  has i l  Musyawarah  Nasiona l  Luar  Biasa  PKDI  

(Munas lub - PKDI)  Tahun 2010,  d i  Bal i ,  pada  tangga l  7 – 9  

Agustus  2010,  te rnya ta  dalam  Munaslub  PKDI  te lah  

mengeluarkan  Sura t  Keputusan  Munas lub  PKDI ,  Nomor:  

13/SK/Munas lub - PKDI/08 /2010  tangga l  8  Agustus  2010,  

ten tang  Pengesahan  Pembebasan  Tugas  Tetap  Sdr .  Ste fanus  

Roy Rening ,  SH. ,  MH sebaga i  Ketua  Umum DPP PKDI  Per iode  

2007  –  2012.

Bahwa  secara  hukum,  t i ndakan  Tergugat  da lam  melakukan  

ver i f i k a s i  admin is t r a s i  dan  fac tua l  u lang  pada  tangga l  15 
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Apr i l  2011  te rhadap  Pengurus  DPP  PPI  berka i t an  dengan  

masalah  penca lonan  ganda  oleh  Pengurus  DPP PPI  dan  ser ta  

berka i t an  dengan  3  ( t i ga )  Pengurus  DPC  PPI  Kabupaten  

Tambrauw  yang  berbeda  dalam Formul i r  Model  B,  B1,  B2.  

KWK.KPU PARPOL te rhadap  3  ( t i ga )  pasangan  baka l  ca lon  yang  

berbeda  pu la ,  dan  dalam  menandatangan i  ser ta  

mempert imbangkan  lega l i t a s  dukungan  yang  diber i k an  Pengurus  

DPP  PPI  dan  beg i t u  pu la  da lam  Kepengurusan  DPC  PKDI  

Kabupaten  Tambrauw yang  d i l akukan  Tergugat  adalah  kewenangan  

yang  diber i kan  oleh  Pera tu ran  Perundang- undangan  dalam  hal  

in i  Pera tu ran  KPU Nomor:  13  Tahun  2010,  o leh  karena  i t u ,  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  in  casu  Hakim Tungga l  

a quo t i dak  berwenang  untuk  menguj i  keabsahan  Tergugat  da lam  

melaksanakan  kewenangannya  te rsebu t  karena  hal  te rsebu t  

merupakan  masalah  in te rna l  Par ta i  Buruh  yang  bersangku tan  

(Mohon  Hakim  Tungga l  a  quo  mempert imbangkan  ru jukan  hukum 

Putusan  Nomor:  16/B .TUN/2011/PT.TUN.MKS  tangga l  11  Apr i l  

2011,  da lam Per t imbangan  Hukum Maje l i s  Hakim  Banding  PT.TUN 

Makasar  da lam  perkara  te rsebu t  ha l .8 - 9  Jo.  Putusan  Hakim  

Tungga l  da lam  Perkara  Nomor:  58/G/2010 /PTUN.JPR  tangga l  27  

Januar i  2011) .

Sela in  i t u ,  Hakim  Tungga l  a  quo  harus  beran i  mengambi l  

keputusan  sehubungan  adanya  dukungan  ganda  dar i  Pengurus  DPC 

PPI  Kabupaten  Tambrauw  yang  didukung  oleh  3  ( t i ga )  

kepengurusan  yang  sama- sama mengaku i  sebaga i  pengurus  yang  

sah  dan  begi t u  pu la  da lam  Kepengurusan  DPC PKDI  Kabupaten  

Tambrauw,  yang  mana oleh  Maje l i s  Hakim  pada  PTUN Jayapura  

dalam  perkara  DPC Par ta i  Barnas  melakukan  dukungan  ganda  

oleh  DPC Par ta i  Barnas  Kabupaten  Supio r i ,  yang  te rnya ta  

tanpa  adanya  ekseps i  dar i  KPUD Kabupaten  Supio r i ,  namun 

Maje l i s  Hakim  pada  PTUN Jayapura ,  yang  te rd i r i  dar i :  Hakim 

Ketua  Maje l i s :  Jos iono  L.  Hal iwe la ,  SH dan  Hakim  Anggota :  

Zabdi  Palangan,  SH dan  Yusuf  Ngongo,  SH. ,  da lam  perkara ,  

Putusan  nomor :  35/G/2010 /PTUN.JPR tangga l  18  Nopember  2010 ,  

yang  dalam  per t imbangan  hukum  menegaskan  bahwa  berka i t an  

in t e rna l  par ta i  po l i t i k  t i dak  dapat  d ipe r i k sa ,  d iad i l i  dan  

32

32

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dise lesa i kan  oleh  Pengad i l an  yang  mana  meru juk  pada  Sura t  

Edaran  Mahkamah Agung Nomor:  5 Tahun 2003 tangga l  24 Oktober  

2003  secara  je l as   d isampaikan  bahwa  te rhadap  masalah-

masalah  yang  berka i t an  dengan  jangkauan  in t e rna l  par ta i  

BUKANLAH KEWENANGAN PTUN (V ide .  Per t imbangan  Hukum Maje l i s  

Hakim  pada  ha laman:  28  s/d  30) ,  dan  dalam  Amar  Putusan ,  

ha laman  31 ,  memutuskan :  ”Menyatakan  Gugatan  Para  Penggugat  

t i dak  dapat  d i t e r ima ” .

Oleh  karena  i t u ,  Tergugat  ing in  menegaskan  bahwa  Putusan  

Maje l i s  Hakim  Banding  PT.TUN Makasar ,  da lam  perkara  Nomor:  

16/B .TUN/2011 /PT.TUN.MKS  tangga l  11  Apr i l  2011,  da lam 

Per t imbangan  Hukum  Maje l i s  Hakim  Banding  PT.TUN  Makasar  

da lam  perkara  te rsebu t  ha l . 8 - 9  Jo.  Putusan  Hakim  Tungga l  

pada  PTUN Jayapura  da lam  Perkara  Nomor:  58/G/2010 /PTUN.JPR 

tangga l  27  Januar i  2011  dan  Putusan  Maje l i s  Hakim pada  PTUN 

Jayapura ,  da lam perkara  nomor :  35/G/2010 /PTUN.JPR tangga l  18  

Nopember  2010   yang  akan  dia jukan  oleh  Terguga t  sebaga i  ala t  

bukt i  sura t   ada lah  merupakan  bag ian  yang  tak  te rp i sahkan  

dalam Ekseps i  Tergugat  da lam perkara  in i .

Bahwa,  ber t i t i k  to l ak  dar i  sega la  ura ian  DASAR dan  ALASAN 

HUKUM yang  kebenarannya  t i dak  dapat  d isangka l  lag i ,  apa lag i  

d idukung  dengan  ala t  bukt i  authen t i k ,  maka  mohon  k i ranya  

Bapak  Hakim Tungga l  yang  memer iksa  dan mengadi l i  perka ra  in i  

menyatakan  bahwa  gugatan  Para  Penggugat  a  quo  dinya takan  

t i dak  dapat  d i t e r ima  (N ie t  Onvake l i j k e  Verk laa rd ) .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa  yang  dinya takan  dalam DASAR dan  ALASAN HUKUM 

Ekseps i  Tergugat  te rsebu t  d ia tas  mohon  secara  mutat i s  

mutand is  d ianggap  bag ian  yang  tak  te rp i sahkan  dalam 

dal i l - da l i l  pokok  perkara  dibawah  in i .

2. Bahwa  benar ,  Terguga t  te l ah  mengeluarkan  Sura t  

Keputusan ,  Nomor:  17/Kpts /KPU- Kab.Tmb- 033.680764 /2011  

tangga l  02  Mei  2011 ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  
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Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  Tahun  2011  berdasarkan  Pera tu ran  Perundang-

undangan  yang  ber laku  berka i t an  dengan  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum sebaga imana  yang  disebu tkan  dida lam  

Keputusan  a  quo  pada  Bagian  ”menimbang” ,  ”meng inga t ”  

dan  ”memperha t i k an ” ,  o leh  karena  i t u  Terguga t  

menyangka l  da l i l - da l i l  gugatan  yang  d ikemukan  o leh  

Para  Penggugat  a  quo,  kecua l i  apa  yang  diaku i  secara  

tegas  oleh  Tergugat .

3. Bahwa  Terguga t  adalah  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  tahun  2011,  dan  oleh  karena  i t u  dida lam  

”merencanakan   dan  melaksanakan”  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011,  anta ra  la i nnya  meru juk  

pada:  Undang- Undang Nomor:  22  Tahun  2007

Tentang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum (Lembaran  Negara  RI  

Tahun  2007  Nomor:  59,  Tambahan Lembaran  Negara  RI ,  Nomor:  

4721) ,  Pasa l  8 ayat  (3 )  huru f  a dan  ayat  (4 )  huru f  a dan  

Pera tu ran  KPU  Nomor:  09  Tahun  2010  ten tang  Pedoman 

Penyusunan  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah .

Oleh  karena  i t u ,  Tergugat  te l ah  menyusun,  merencanakan  

dan  menuangkan  da lam  Sura t  Keputusan  KPU  Kabupaten  

Tambrauw,  Nomor:  15/Kpts /KPU- TMB-033.680764/2011  tangga l  

11  Apr i l  2011  ten tang  Perubahan  Atas  Keputusan  KPU 

Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  13/Kp ts /KPU- TMB-

033.680764 /2011  ten tang  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  sebaga i  ru jukan  

hukum d ida lam  pelaksanaan  penye lenggaraan  Pemi lukada  

Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011 .

4. Bahwa  Sura t  Keputusan  a  quo  ada lah  bag ian  dar i  

perencanaan  dan  pelaksanaan  dar i  TAHAPAN Pemi lukada  

34
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Kabupaten  Tambrauw Tahun  2011  yang  te rdapa t  da lam Sura t  

Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  15/Kpts /KPU-

TMB-033.680764 /2011  tangga l  11  Apr i l  2011.

Bahwa sesua i  Tahapan  dan  Jadwal  se lan ju t nya  sete lah  Sura t  

Keputusan  a  quo  dike lua r kan    Tergugat   sebaga imana  yang  

te rmuat  secara  te rpe r i n c i  d ida lam  Sura t  Keputusan  KPU 

Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  15/Kpts /KPU- TMB-033.680764 /  

2011  tangga l  11 Apr i l  2011,  maka Terguga t  te lah  menyura t i  

ket i ga  Pasangan  Baka l  Calon  yang  memenuhi  syara t  sebaga i  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011  dan  berbaga i  p ihak  

yang  berkepn t i ngan  d ida lam  Pemi lukada  Kabupaten  Tambrauw 

tahun  2011,  yakn i  untuk  melakukan  ”TAHAPAN Pencabutan  dan  

Penetapan  Nomor  Urut  Pasangan  Calon”  pada  har i  Kamis ,  

tangga l  5  Mei  2011,  dan  leb ih  lan ju t  Terguga t  tuangkan  

dalam     bentuk  :

a. Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  KPU  Kabupaten  Tambrauw 

ten tang  Pencabutan  dan  Penetapan  Nomor  Urut  Pasangan  

Calon  yang  memenuhi  persyara tan  sebaga i  Calon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw 

Tahun  2011,  Nomor:  18/BA/V/2011  tangga l  5  Mei  2011  ;

b. Sura t  Keputusan ,  Nomor:  19/Kpts /KPU- Tmb-

033.680764/2011  tangga l  5  Mei  2011  ten tang  Penetapan  

Nomor  Urut  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Dalam  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011.

Adapun  has i l  pengund ian  nomor  uru t  yang  dihad i r i  dan  

di l akukan  send i r i  masing- masing  pasangan  ca lon  dalam Rapat  

Pleno  Terbuka ,  ya i t u  :

NAMA PASANGAN CALON KETERANGAN NOMOR URUT
PASANGAN 

CALON
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JIMMY DEMIANUS IJ IE ,  
SH

DAN
REGINA YEKWAN, S.Pd,  

M.Si

Calon  Kepala  
Daerah

Calon  Waki l  Kepala  
Daerah

1
(Satu )

Drs .  MENASE PAA,  
M.Si
DAN

PASKALIS BARU, S.Pd

Calon  Kepala  
Daerah

Calon  Waki l  Kepala  
Daerah

2
(Dua)

GABRIEL ASSEM, SE,  
M.Si
DAN

YOHANIS YEMBRA, 
S.Sos

Calon  Kepala  
Daerah

Calon  Waki l  Kepala  
Daerah

3
(T iga )

5. Bahwa  menginga t  da lam  perkara  a  quo,  te l ah  te rnya ta  

Hakim  Tungga l  t i dak  menerb i t kan  Sura t  Penetapan  

Penundaan  te rhadap  Sura t  Keputusan  KPU  Kabupaten  

Tambrauw,  Nomor:  15/Kpts /KPU- TMB-033.680764/2011  

tangga l  11  Apr i l  2011,  maka  Tergugat  sebaga i  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  d ida lam  

pelaksanaan  set i ap  tahapan  se lan ju tn ya  te tap  meru juk  

pada  Sura t  Keputusan  dimaksud  dan  bukan  meru juk  pada  

Sura t  Keputusan  a  quo.

6. Bahwa sehubungan  dengan  da l i l  Gugatan  Para  Penggugat  a 

berka i t an  dengan  Dasar  gugatan   quo  poin  1 dan  3,  maka 

Tergugat  menolak  dengan  tegas  karena  Para  Penggugat  a  

quo  t i dak  menje laskan  secara  te rpe r i n c i  dan  je l as  

ten tang  unsur  Konkr i t ,  Ind i v i dua l  dan  Fina l  da lam 

hubungannya  dengan  obyek  sengketa  dan  ser ta  pu la  da lam 

perkara  in i  Para  Penggugat  t i dak  memi l i k i  kepent i ngan  

hukum  yang  mendesak  karena  Para  Penggugat  te l ah  

memenuhi  syara t  dukungan  sesua i  dengan  dal i l  pos i t a  

po in t  6.

7. Bahwa sehunungan  dengan  da l i l  Gugatan  Para  Pengguga  a 

quo  poin  1  s/d  13,  maka  Terguga t  akan  menje laskan  

fak ta - fak ta  hukum  agar  menjad i  je l as  dan  te rang ,  

36
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sebaga i  ber i ku t  :

7.1 . Bahwa  apa  yang  te l ah  diu ra i kan  secara  je l as  dan  

tegas  Dalam  Ekseps i  ada lah  bag ian  yang  tak  

te rp i sahkan  da lam  jawaban  pokok  perkara  in i .

7.2 . Bahwa  Tergugat  te l ah  melakukan  ver i f i k a s i  

admin is t r a s i  dan  fac tua l  u lang  te rhadap  DPP PPI  pada  

tangga l  15  Apr i l  2011  dan  DPP PKDI  pada  tangga l  14  

Apr i l  2011,  sebaga imana  yang  te lah  diu ra i kan  dalam 

Ekseps i  ada lah  bag ian  yang  tak  te rp i sahkan  dalam 

jawaban  pokok  perkara  in i ,  dan  Tergugat  t i dak  akan  

mengulang i  pen je l asan  te rsebu t .

7.3 . Bahwa  benar  Tergugat  pernah  mengeluarkan  Sura t  

Keputusan ,  Nomor:  11/Kpts /KPU- Kab.033 .680764/2011  

tangga l    3    Maret    2011    ten tang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun  2011,  yang  note  bene  

Para  Penggugat  a  quo  dinya takan  lo l os  bersama  4 

(empat )  Pasangan  Calon  la i nnya  dar i  7  ( tu j uh )  

Pasangan  Calon  yang  mendaf ta r kan  di  Tergugat .

7.4 . Untuk  Para  Penggugat  a  quo  ketahu i ,  Pasca  

dike lua rkan  Sura t  Keputusan  Terguga t ,  Nomor:  

11/Kp ts /KPU- Kab.033 .680764 /2011  tangga l  3  Maret  2011,  

banyak  kebera tan - kebera tan   yang  dia j ukan ,  yang  

dian ta ra  la i n  dar i  Para  Pengguga  a  quo  send i r i .

7.5 . Bahwa  sebaga i  t i ndak  lan ju t  adanya  Kebera tan  dar i  

berbaga i  Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011 ,  maka 

Tergugat  bersama- sama  KPU  Kabupaten  Maybra t  

mengadakan  Rapat  Pleno  bersama  KPU Prov ins i  Papua  

Bara t  da lam  rangka  eva luas i  dan  pemer iksaan  Berkas  

Calon  Bupat i  dan  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Maybra t  
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dan  Kabupaten  Tambrauw  berdasarkan  Radiogram  KPU 

Prov ins i  Papua  Bara t  Nomor:  T- 282/08 /KPU- PB/ I I I / 2 011  

tangga l  10  Maret  2011.

Bahwa  te rnya ta  dar i  has i l  Evaluas i  dan  pemer iksaan  

Berkas  yang  ada  sesua i  dengan  Ber i t a  Acara  Pleno ,  

Nomor:  04/BA/KPU- PB/2011  tangga l  16  Maret  2011 ,  maka 

di temukan  fak ta  dan  data  yang  mendukung  untuk  

di t i n j a u / d i c abu t  Sura t  Keputusan  KPU Maybra t  dan  KPU 

Kabupaten  Tambrauw,  masing- masing  sebaga i  ber i ku t  :

No. NOMOR SURAT KEPUTUSAN KABUPATEN
1. 12/KPU/2011 MAYBRAT
2. 11/Kp ts /KPU-

Kab.033 .680764 /2011

TAMBRAUW

7.6 . Bahwa  untuk  menindak  lan ju t i  Ber i t a  Acara  Pleno,  

Nomor:  04/BA/KPU- PB/2011  tangga l  16 Maret  2011  ten tang  

Rapat  Pleno  Pemer iksaan  Berkas  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Maybra t  dan  Kabupaten  Tambrauw,  maka  Tergugat  

mengeluarkan  :

a. Sura t  Keputusan ,  Nomor:  14/Kpts /KPU- Kab.Tmb-

033.680764 /2011  tangga l  21  Maret  2011  ten tang  

Pencabutan  Dan/Atau  Pembata lan  Atas  Sura t  Keputusan  

KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  11/Kp ts /KPU-

Kab.033 .680764 /2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  ;

b. Pengumuman,  di  Media  Massa  dan  Media  Elek t r o l i k  ;

c . Pember i t ahuan ,  kepada  Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw,  

mela lu i  Sura t  Nomor:  270/19 /KPU- TMB/I I I / 2 011  

tangga l  21  Maret  2011.

7.7 . Bahwa se lan ju t nya  pula  Terguga t  melakukan  ver i f i k a s i  
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ulang  te rhadap  5 ( l ima)  Par ta i  Pol i t i k  yang  bermasa lah  

berka i t an  dengan  dukungan/penca lonan  ganda  te rhadap  

Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011,  sebaga imana  

Tergugat  ura i kan  dalam  Ekseps i  te rsebu t  d ia tas  ada lah  

bag ian  jawaban  dalam  pokok  perkara  in i .

7.8 . Bahwa,  Tergugat  menyura t i  kepada  Para  Penggugat  

mela lu i  Sura t  Nomor:  270/30 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  21 

Apr i l  2011,  Per iha l :  Pember i t ahuan ,  agar  Para  

Penggugat  a  quo  d ida lam  Jen is  Formul i r  Model  B,  B1,  

dan  B2.KWK.KPU PARPOL dimaksud  harus  d i t anda  tangan i  

o leh  Ketua  dan  Sekre ta r i s  yang  sah  dan  d iaku i  DPP,  

sesua i  dengan  daerah  penca lonannya .

Selan ju t nya ,  Pasangan  Baka l  Calon  Gabr ie l  Assem 

bersama pasangannya  pada  tangga l  8 Apr i l  2011  dan  Drs .  

Menase  Paa,  M.Si  bersama  pasangannya  pada  tangga l  02  

Apr i l  2011  te l ah  melengkap i  berkas  seper t i  te rdapa t  

pada  masing- masing  Formul i r  Model  B,  B1,  dan  

B2.KWK.KPU  PARPOL  dimaksud .

7.9 . Bahwa  benar  pada  har i  Senin ,  tangga l  2  Mei  2011,  

Tergugat  te lah  mengadakan  Rapat  Pleno  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  

Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  yang  

se lan ju t nya  Terguga t  tuangkan  dalam  :

a. Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  KPU Kabupaten  Tambrauw 

ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Persyara tan  Sebagai  Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw 

Tahun  2011,  Nomor:  17/BA/ I I I / 2 011  tangga l  2  Mei  

2011  ;
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b. Sura t  Keputusan ,  Nomor:  17/Kp ts /KPU- Kab.Tmb-

033.680764 /2011  tangga l  02  Mei  2011  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  

Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun  2011  ;

7.10 .

Bahwa  oleh  karena  i t u ,  t i dak  ada  kepent i ngan  yang  

mendesak  atau  yang  di rug i kan  te rhadap  Para  Penggugat  a  

quo  yang  te lah  lo l os  ver i f i k a s i  dan  di te t apkan  sebaga i  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  dengan  Nomor:  3 

( t i ga ) .

8. Bahwa  sehubungan  dengan  da l i l  Gugatan  Para  Penggugat  a 

quo  poin  14  s/d  18,  maka  Tergugat  akan  menanggap inya ,  

sebaga i  ber i ku t  :

8.1 .

Bahwa Para  Penggugat  a  quo  pada  dal i l  pos i t a  po in  14  

(empat  be las )  dengan  percaya  d i r i  dan  meyak inkan  

menyebutkan  bahwanya  Perubahan  Kedua  Atas  UU No.  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ada lah  

Undang- Undang  No.  21  tahun  2009,  dan  i r on i snya  

pen je lasan  Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  a  UU No.  21  Tahun  

2009,  te l ah  memper inc i  ten tang  UU No.  12  tahun  2008  

dan  Pera tu ran  KPU  No.  13  tahun  2010.

8.2 .

Bahwa dalam gugatan  a quo poin  15,  Tergugat  d ida l i l k an  

bahwa  obyek  sengketa  yang  dike lua r kan  Terguga t  

ber ten tangan  dengan  azas- azas  umum Pemer in tahan  yang  

baik  sesua i  dengan  UU No.  21  Tahun  2009,  akan  te tap i  

d ida lam  gugatan  a  quo,  te rnya ta  Para  Penggugat  da lam 
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pengu j i an  dar i  seg i  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik  te rhadap  obyek  sengketa ,  sangat  t i dak  re levan ,  

te l i t i  dan  cermat ,  dan  bahkan  sa l i ng  t impang  t i nd i h  

sesua i  dengan  berbaga i  pendapat  Ahl i  dan  mencoba  

melakukan  pengu j i an  te rhadap  Obyek  gugatan .

Sesua i  dengan  Penje lasan  Pasal  53  Ayat  (2 )  huru f  b 

Undang- Undang  Nomor:  5  Tahun  1986  yang  te lah  

dipe rbaharu i  dengan  Undang- Undang  Nomor:  9  Tahun  2004  

yang  te rakh i r  d iperbaharu i  dengan  Undang- Undang  No.  51  

Tahun  2009,  te rdapa t  6  (enam)  asas- asas  pemer in tahan  

umum yang  ba ik ,  mel ipu t i :  asas  kepas t i an  hukum,  asas  

te r t i b  penye lenggaraan  negara ,  asas  kete rbukaan ,  asas  

propors i ona l i t a s ,  asas  pro fes i ona l i t a s ,  dan  asas  

akuntab i l i t a s .

8.3 .

Bahwa  sangat  lucu  dan  i r on i s ,  dan  bahkan  hanya  baru  

per tama  ka l i  da lam  suatu  Gugatan  yang  dia j ukan  Para  

Penggugat  a  quo  dalam  berpekara  di  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  ya i t u  pada  poin t :  17  ( tu j uh  be las ) ,  

mendal i l k an :  ”Para  Penggugat  a  quo  menyatakan  obyek  

sengketa  ada lah  bata l  atau  t i dak  sah  dan  memer in tahkan  

Tergugat  agar  mencabut  obyek  gugatan  a  quo” ,  akan  

te tap i  secara  bersamaan  pula  ”Para  Penggugat  meminta  

kepada  PTUN  agar  membuat  keputusan  yang  baru ” .

8.4 .

Bahwa sehubungan  dengan  penje lasan  Angka  8.1  s/d  Angka  

8.3  te rsebu t  d ia tas ,  mohon k i ranya  Hakim Tungga l  a quo  

meni la i ,  memer iksa  dan  memutuskan  berka i t an  dengan  

dal i l  gugatan  Para  Pengguga  a  quo  apakah  re levan  atau  

t i dak  dalam  perkara  in i  te rhadap  obyek  sengketa .

Bahwa berdasarkan  dal i l - da l i l  Dalam Ekseps i  dan  Dalam Pokok  
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Perkara  dia tas ,  maka sudah  tepa t  da lam perkara  a  quo  t i dak  

mengeluarkan  Sura t  Penetapan  Penundaan  atas  permohonan  Para  

Penggugat  ;

PERMOHONAN :

Berdasarkan  dasar  dan  alasan  hukum,  baik  di  Dalam  Ekseps i  

maupun  Dalam Pokok  Perkara ,  maka mohon  k i ranya  Bapak  Hakim 

Tungga l  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  in i  berkenaan  

memutuskannya  dengan AMAR PUTUSAN, sebaga i  ber i ku t  :

MENGADILI  :

DALAM EKSEPSI  :

- Menyatakan  mener ima  dan  mengabulkan  Ekseps i  Tergugat  

untuk  se lu ruhnya  ;

- Menyatakan  Gugatan  Para  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima  ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan  MENOLAK  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  Gugatan  

Para  Penggugat  TIDAK  DAPAT  DITERIMA  ;

- Menghukum  Para  Penggugat  untuk  membayar  semua  biaya  

yang  t imbu l  da lam  perkara  in i .

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Para  Penggugat  te r sebu t  

Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  pula  mengajukan  Jawabannya  

te r t angga l  01 Jun i  2011 yang  is i n ya  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa  sete lah  Tergugat  I I  In te r vens i  mempela ja r i  dengan  

seksama Gugatan  Para  Penggugat  sebaga imana  te r t uang  di  da lam 

Gugatannya  te r t angga l  11  Mei  2011,  maka  Tergugat  I I  

In te r vens i  dengan  tegas  menolaknya  karena  t i dak  benar  dan  

t i dak  berdasarkan  hukum dengan  a lasan - alasan  sebaga i  ber i ku t  

;

1. Bahwa Tergugat  I I  In te r vens i  mohon agar  Jawaban  te rsebu t  
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di  atas  harus  d ianggap  merupakan  bag ian  dar i  Jawaban  

dalam  Pokok  Perkara  in i  ;

2. Bahwa  dengan  tegas  Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dan  

menyangka l  se lu ruh  dal i l - dal i l  Para  Penggugat  da lam 

Gugatannya ,  karena  kese lu ruhan  dal i l - da l i l n ya  ada lah  

rekayasa  dengan  alasan  yang  dica r i - car i ,  t i dak  ju r i d i s  

bahkan  tanpa  dasar  hukum,  hal  in i  dapat  d ibuk t i k an  

sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  seharusnya  sebe lum  Para  Penggugat  mengajukan  

Gugatan  ke  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara ,  Para  Penggugat  

harus  memahami  betu l  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  

ser ta  hukum acaranya  khususnya  dalam  pasa l  53  ayat  (1 )  

dan  (2 )  Undang- Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1986  yang  te l ah  

di rubah  dengan  Undang- Undang  RI  Nomor  9  Tahun  2004,  dan  

kemudian  te r j ad i  perubahan  yang  ke  dua  dengan  

Undang- Undang  RI  Nomor  51  Tahun  2009,  yang  menyebutkan  

sebaga i  ber i ku t  :

Pasa l  53  ayat  1  :

Seseorang  atau  badan  hukum  perda ta  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  keputusan  Tata  Usaha  

Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  

Pengad i l an  yang  berwewenang  ber i s i  tun tu tan  agar  

keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengke takan  i t u  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  

dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  dan/a tau  rehab i l i tas i  ;

Ayat  2  :

Alasan - alasan  yang  dapat  d ipe rgunakan  dalam  gugatan  

sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  (1 )  ada lah  :

a.  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  
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ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang - undangan  yang  

ber l aku  ;

b.  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  asas - asas  umum pemer in tahan  yang  

baik .

Dar i  ura ian  pasa l  53  ayat  (2 )  ten tang  a lasan - alasan  yang  

dapat  d ipe rgunakan  dalam  gugatan  sebaga imana  d imaksud  

dalam  ayat  (1 )  te rsebu t  d ia tas  khususnya  poin t  ke - a,  

d is i t u  dika takan  bahwa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

diguga t  i t u  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang - undangan  yang  ber laku .  Terhadap  persoa lan  in i  

per lu  dipe r t anyakan  apakah  Para  Penggugat  menger t i  

ten tang  alasan - alasan  yang  dapat  d ipe rgunakan  seh ingga  

Para  Penggugat  menyatakan  dida la rn  gugatan  khususnya  

dida la rn  Dasar  Gugatan  poin t  4  :

Bahwa  te rb i t n ya  keputusan  (ob jek  sengketa )  te l ah  

melanggar  atu ran  Perundang - undangan  yang  ber laku  ya i t u  

Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2008  ten tang  perubahan  atas  

Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  

Daerah  maupun Pera tu ran  KPU Nomor  13 Tahun 2010,  o leh  dan  

untuk  i t u  ob jek  sengke ta  aquo  te l ah  di j am in  dengan  pasa l  

53  ayat  2  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  

pera tu ran  untuk  d iu j i  ba ik  wewenang,  prosedura l  maupun 

substans i  ;

Dar i  ura ian  te rsebu t  d i  atas  sudah  cukup  je l as  bahwa Para  

Penggugat  send i r i  t i dak  memahami  ten tang  pera tu ran  

perundang - undangan,  ha l  in i  d ibuk t i k an  bahwa  pasa l  53 

ayat  (2 )  sub  (a ) ,  (b ) ,  dan  (c )  Undang- Undang  RI  Nomor  5 

Tahun  1986  yang  te l ah  di rubah  dengan  Undang - Undang  RI  

Nomor  9  Tahun  2004,  hanya  pasa l  53  ayat  (2 )  sub  (a)  dan  

(b )  ;
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Timbul  per tanyaan  te rb i t n ya  keputusan  (ob jek  sengke ta )  

ya i t u  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tambrauw 

Nomor  :  17/Kpts /KPUKab.Tmb- 003.680764/  2011  tangga l  2 Mei  

2011,  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  Umurn  Kepala  Daerah  

Dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  

Para  Penggugat  merasa  di rug i kan  karena  2  (dua)  Par ta i  

Pol i t i k  masing - masing  :

1. Par ta i  Pemuda  Indones ia  ;

2. Par ta i  Kasih  Dernokras i  Indones ia  (PKDI )  ;

Menuru t  Para  Penggugat  bahwa  Tergugat  te lah  mengal i hkan  

Par ta i - par ta i  Pol i t i k  i t u  kepada  Tergugat  I I  In te r vens i  ;

3. Bahwa  pemahaman  Para  Penggugat  sangat l ah  sempi t  o leh  

karena  Para  Penggugat  hanya  mel iha t  kepent i ngannya  

send i r i ,  tanpa  mel iha t  atu ran - atu ran  yang  sangat  spes i f i k  

ten tang  tahapan - tahapan  yang  te lah  di te t apkan  oleh  KPU 

sesua i  dengan  Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  

Nomor  :  15/Kp ts /KPU- TMB033.680764 /2011  tangga l  11  Apr i l  

2011  Tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  KPU  Kabupaten  

Tambrauw,  Nomor  :  I3 /  Kpts /  KPU-  TMB- 033.680764/2011 ,  

Tentang  Tahapan,  Program,  Dan  Jadwal  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  Tahun  2011 ;

4. Bahwa  sesua i  jadwa l  yang  te l ah  d i t e t apkan  oleh  KPU 

Kabupaten  Tambrauw  bahwa  Pendaf ta ran  baka l  ca lon  dar i  

Par ta i  Pol i t i k  dan  atau  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  mula i  

dar i  tangga l  06  s/d  11  Februar i  2011,  d imana  sesua i  

dengan  Formul i r  Model  B,  131,  B2.  KWK.KPU PARPOL dan 

ke lengkapan  dukungan  dar i  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011.  

Yang  menggunakan  “Par ta i  Pemuda  Indones ia "  (PPI )  ada lah  

pasangan  ca lon  yakn i  :
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a. Gabr ie l  Assem,  SE,  M.Si .  dan  Yohanes  Yembra,  S.Sos .  

tanpa  ada  Sura t  Dukungan  dar i  Pengurus  DPP PPI ,  namun 

hanya  dukungan  dar i  Pengurus  DPC PPI  Tambrauw  ya i t u  

Donatus  Hae dan  Amandus  Bame,  da lam fo rmu l i r  model  B,  

131,  B2.  KWK.KPU Parpo l .  Ter tangga l  8  Pebruar i  2011  ;

b.  

Drs .  Manase  Paa.  M.Si .  dan  Paska l i s  Baru ,  S.Pd.  

mendapat  Rekomendas i  dar i  DPP  PPI  Nomor  

SR- 26/SR/DPP- PPI /A /V I / 2010 ,  tangga l  28  Jun i  2010,  yang  

di tanda  tangan i  o leh  PI t .  Ketua  Umum :  Boston  Manurung  

dan  Sek jen  :  Niko  Si l i t o nga .  Begi tu  pu la  Sura t  

Keputusan  DPP  PPI ,  Nomor  SK- 33.08 /DPP- PPI /A / l / 2 011 ,  

tangga l  7  Januar i  2011,  ten tang  Komposis i  Persona l i a  

Cara teker  DPC PPI  Kab.  Tambrauw Prop ins i  Papua  Bara t ,  

masa bakt i  2014,  d i tanda  tangan i  o leh  Ketua  Umum: Drs .  

Efend i  Saud,  MBA dan  Sekjen :  Drs .  Reinhard  Samah.  

Ser ta  sura t  dukungan  dar i  DPC PPI  yang  sah  yakn i  :  

Cosmas  Baru  c lan  Simon  Pet rus  Baru ,  da lam  fo rmu l i r  

model  B,  B1,  B2.  KWK.KPU  Parpo l   Ter tangga l  10  

Pebruar i  2011  ;

5. Bahwa sesua i  dengan  has i l  Ver i f i k a s i  per tama  te rhadap  DPP 

PPI  pada  tangga l  17  Pebruar i  2011,  ber tempat  di  

Sekre ta r i a t  DPP PPI ,  A K.H.  Abdulah  Syafe i  53  C Tebet  

Jakar ta  Sela tan ,  bahwa  dar i  DPP PPI  menjawab  sura t  KPU 

Kabupaten  Tambrauw  Nomor  :  270/  12/  KPU-  TMB/I I / 2011  

te r t angga l  14  Februar i  2011,  per i ha l  Lega l i t a s  

Rekomendas i  ada lah  sebaga i  ber i ku t :  Mela lu i  Sura t  DPP PPI  

Nomor  :  12/DPP- PPI / I I / 2 011  tangga l  18  Februad  2011,  

Per iha l  :  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j ukan  kepada  KPU Kab 

Tambrauw,  dan  te l ah  te rnya ta  Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  

2011,  yang  mendapat  dukungan  dar i  PPI  ada lah  Drs .  Manase  
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Paa.  M.Si .  dan  Paska l i s  Baru ,  S.Pd.  ;

Bahwa  di  da lam  sura t  te rsebu t  juga  di l amp i r kan  Sura t  

Keputusan  DPP PPI  Nomor:  1301/  SK- DPP/PPI / I - 11 tangga l  06 

Januar i  2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw Prop ins i  Papua Bara t  Masa 

Bakt i  2011- 2016  in  casu  Drs .  Manase  Paa.  M.Si .  dan  

Paska l i s  Baru ,  S.Pd. ,  beg i t u  pu la  Sura t  Keputusan  DPP PPI  

Nomor  SK- 33.08 /DPP- PPI /A / l / 2 011  tangga l  7  Januar i  2011,  

ten tang  Komposis i  dan  susunan  Persona l i a  Cara teke r  DPC 

PPI  Kab.  Tambrauw Prop ins i  Papua  Bara t  masa  bakt i  2014,  

d imana  sura t  te rsebu t  d i tanda  tangan i  o leh  Ketua  Umum :  

Drs .  Efend i  Saud,  MBA dan  Sekjen  :  Drs .  Reinhard  Samah ;

6. Bahwa  se lan ju t nya  menyangkut  Par ta i  Kasih  Demokras i  

Indones ia  (PKDI )  sesua i  dengan  has i l  ver i f i k a s i  

admin is t r a i s  dan  fak tua l  dar i  KPU Kabupaten  Tamabrauw 

te r t angga l  14  Maret  2011  te rhadap  DPP  PKDI ,  yang  

bera la rna t  d i  Ja lan  Pangl ima  Pol im  I  Nomor  32,  RT.004/04  

Malawai ,  Kebayoran  Baru  Jakar t a .  Dan ber temu  dengan  Waki l  

Ketua  Umum DPP PKDI  :  Michae l  H.  Lumanauw,  S.Th  dan  Y.  

Chr i s t i a nus  da  Lopez,  sebaga i  waki l  bendahara  umum,  

dimana  d i t emukan  bahwa  :

a. fo rmu l i r  model  B,  131,  B2.  KWK.KPU Parpo l .  Di tanda  

tangan i  o leh  PKK PKDI  Kabupaten  Tambrauw,  ya i t u  Ketua  

Gabino  Sedik ,  A.Md  dan  Sekre ta r i s  Yeremias  Assem ;

b. Dukungan  DPP PKDI,  mela lu i  sura t  Keputusan  Nomor  :  

0356/DPPPKDI/TUS/09 /2010  tangga l  17  September  2010,  

ten tang  Baka l  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Tambrauw  Prop ins i  Papua  Bara t  Masa  Bakt i  2011 - 2016,  

yang  di t anda  tangan i  o leh  Ketua  DPP PKDI  Stevanus  Roy 

Rening ,  SH,  MA. ;

c . Dukungan  DPP PKDl ,  mela lu i  sura t  Keputusan  Nomor  :  

Hal .  47 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25.10 /DPPPKDI/TUS/02 /2010  tangga l  16  Pebruar i  2011,  

ten tang  Baka l  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Tambrauw  Prop ins i  Papua  Bara t  2011,  yang  

di tanda tangan i  o leh  Waki l  Ketua  DPP PKDl  Michae l  H.  

Lumanauw,  S.Th  dan  Sekre ta r i s  Jendera l  Mar ia  Anna  S.  

SH.  ;

d. fo rmu l i r  model  B,  B1,  B2.  KWK.KPU Parpo l .  Di tanda  

tangan i  o leh  PKK PKDl  Kabupaten  Tambrauw,  ya i t u  Ketua  

Jemmy Nauw dan  Sekre ta r i s  Alex  Yesnath ,  te rhadap  sura t  

dukungan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Tambrauw Drs .  Manase  Paa.  M.Si .  dan  Paska l i s  

Baru ,  S.Pd.  ;

e. Bahwa dad  has i l  ver i f i k a s i  te rsebu t  DPP PKDl  mengaku i  

kepengurusan  DPC PKDl  Kabupaten  Tambrauw adalah  Ketua  

Yonas  Sedik  dan  Sekre ta r i s  Alex  Yesnat .

7.  Bahwa  ber to l ak  dar i  ura ian  ver i f i k a s i  admins t r as i  dan  

fac tua l  yang  di l akukan  oleh  KPU Kabupaten  Tambrauw,  maka 

mengacu  dar i  pasa l  61  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  

ten tang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah,  sebaga imana  da lam 

pasa l  sebaga i  ber i ku t  :

Pasa l  1 :

Apabi l a  da lam  proses  pene l i t i a n  admin is t r a s i  te rhadap  

sura t  penca lonan  di temukan  dokumen sebuah  par ta i  po l i t i k  

memi l i k i  2  (dua)  atau  leb ih  kepengurusan  yang  

masing - masing  mengajukan  baka l  pasangan  ca lon ,  d i l akukan  

pene l i t i a n  menyangkut  keabsahan  kepengurusan  par ta i  

po l i t i k  te rsebu t  kepada  Pimpinan  Pusat  par ta i  po l i t i k  

yang  bersangku tan  ;

Pasa l  2 :

Dalam  pene l i t i a n  keabsahan  pengurus  par ta i  po l i t i k  
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sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  KPU Prop ins i  dan  KPU 

Kota /Kabupaten  melakukan  k la r i f i k a s i  dengan  berpedoman 

pada  anggaran  dasar /anggaran  rumah  tangga  par ta i  po l i t i k  

yang  bersangku tan  ;

8.  

Bahwa  dengan  dasar  hukum te rsebu t  d i  atas ,  maka  sudah  

sangat  je l as  bahwa  Para  Penggugat  te r l a l u  ber leb ihan  

dalam  mengambi l  keputusan  untuk  melakukan  gugatan  kepada  

Tergugat  da lam  ha l  in i  KPU Kabupaten  Tambrauw,  dan  apa  

yang  di l akukan  oleh  KPU Kabupaten  Tambrauw  sudah  sesua i  

dengan  atu ran  yang  di te t apkan  di  da lam  Pera tu ran  KPU 

Nomor  13  Tahun  2010  ten tang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  ;

Ber to l ak  dar i  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka  Pemohon 

In te r vens i  mohon kepada  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara .  

Cq.  Hakim  Tungga l  Dalam Perkara  No.  26/G.TUN/2011/PTUN.JPR.  

k i ranya  berkenan  member ikan  keputusan  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM POKOK PERKARA :

1.  

Menyatakan   menolak    permohonan    penundaan   dar i    Para  

Penggugat  se lu ruhnya  ;

2.  

Menyatakan  menolak  Gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ;

3.  

Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  semua biaya  yang  

t imbu l  da lam  perkara  in i .
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Menimbang,  bahwa atas  Jawaban Tergugat  dan  Para  Tergugat  

I I  In te r vens i  te rsebu t ,  Para  Penggugat ,  Tergugat  dan  Para  

Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  mengajukan  Repl i k  dan  Dupl i knya  

secara  l i san  pada  Pers idangan  tangga l  01  Jun i  2011 ,  yang  

pada  pokoknya  masing- masing  pihak  te tap  ber tahan  pada  da l i l  

Gugatan  maupun Jawabannya  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

gugatannya ,  Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i  bukt i  

te r t u l i s  berupa  fo to  kop i  sura t  sura t  bermate ra i  cukup  yang  

te lah  dicocokkan  dengan  as l i nya  atau  fo to  kop inya  dan dibe r i  

tanda  P- 1  sampai  dengan  P- 15,  seh ingga  dapat  d i te r ima  

sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah  dengan  per inc i an  sebaga i  ber i ku t  

:

1. P–1 :  Sura t  Penca lonan  Model  B- KWK.KPU  PARTAI  

POLITIK  te r t angga l  08  Apr i l  2011,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  as l i nya ) ; - - - - -

2. P–2 :  Sura t  Pernya taan  Kesepakatan  Bersama  Antara  

Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  Dalam Penca lonan  

Pasangan  Calon  Kepala  daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah ,  te r t angga l  08  Apr i l  2011  (MODEL B1-

KWK.KPU),   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - -

3. P–3 :  Sura t  Pernya taan  Par ta i  Pol i t i k  Dan/Atau  

Gabungan  par ta i  Pol i t i k  Tidak  Akan  Menar i k  

Penca lonan  Atas  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  daerah ,  te r t angga l  08  Apr i l  

2011.  (MODEL B2- KWK.KPU),   ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. P–4 :  Sura t  Keputusan  DPP  PKDI  No.  

0356/DPP.PKDI /Tus /09 /2010 ,  te r t angga l  17 

September  2010,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50

50

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. P–5 :  Sura t  Keputusan  DPP  PKDI  No.  

25.10 /DPP.PKDI /Tus /02 /2011 ,  te r t angga l  09 

Februar i  2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; -

6. P–6 :  Sura t  DPP PKDI  No.  401/DPP.PKDI /Tus /02 /2011 ,  

te r t angga l  04  Mei  2011,   ( fo t okop i  sesua i  

dengan fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. P–7 :  Sura t  Keputusan  DPP PPI  No.  161/SK- DPP/VI I - 10,  

te r t angga l  07  Jun i  2010,   ( fo t okop i  sesua i  

dengan as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. P–8 :  Sura t  Keputusan  DPP PPI  No.  1222/SK- DPP/PPI / I -

11,  te r t angga l  20  Januar i  2011,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  as l i nya ) ; - -

9. P–9 :  Sura t  Tim Koal i s i  Par ta i  Pol i t i k  Suara  Rakyat  

Nusanta ra  Pengusung  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Gabr ie l  Asem,  SE dan  Yohan is  Yembra,  

S.Sos  Kabupaten  Tambrauw  Per iode  2011- 2016,  

te r t angga l  03  Maret  2011,   ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. P–10 :  Sura t  DPD PPI  Prov ins i  Papua Bara t  No.  021/DPD 

PPI- PB/ IV /2011 ,  te r t angga l  07  Apr i l  2011,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. P–11 :  Laporan  Para  Penggugat  Mater i i l  te rhadap  

Advokat  Benedik t us  Jombang,  SH  dan  Rekan  

kepada  Ketua  DPC PERADI  Sorong  d i  Sorong  

te r t angga l  25  Apr i l  2011,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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12. P–12 :  Pencabutan  Sura t  Kuasa  te r t angga l  04  Maret  

2011,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

13. P–13 :  Tanda  Pengena l  Para  Penggugat  Mater i i l ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. P–14 :  Tanda  Pengena l  Advokat  sebaga i  Kuasa  para  

Penggugat  Mater i i l ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. P–15 :  St ruk tu r  Organ isas i  PKDI  sesua i  Pasa l  19.  

Anggaran  Dasar  PKDI,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  d isamping  mengajukan  bukt i - bukt i  sura t  

te rsebu t ,  Para  Penggugat  juga  te l ah  mengajukan  3  ( t i ga )  

orang  saks i  d i  pers i dangan  yang  member ikan  kete rangannya  

dibawah  jan j i  yang  pada  pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  

:

1.  Saks i  :  BIRINUS JOSEPH RAHAWADAN :

- bahwa  Jabatan  saks i   adalah  sebaga i  Waki l  Ketua  Umum 

DPP Par ta i  Kasih  Demokras i  Indones ia  (PKDI )  ;

- bahwa  DPC PKDI  mendapat  1  kurs i  d i  DPRD Kabupaten  

Tambrauw ;

- bahwa  st ruk tu r  organ isas i  PKDI  ada lah  Kepengusuran  

Tingka t  Puasat  ya i t u  DPP,  Kepengurusan  Tingka t  Daerah  

ya i t u :  DPD,  Kepengurusan  Tingka t  Kota /Kabupaten  ada lah  

DPC dan  Kepengurusan  Tingka t  Dis t r i k / Ke l u r ahan  adalah  

Pengurus  Anak Cabang ;

- bahwa  DPP PKDI  mengajukan  Rekomendas i  untuk  pasangan  

Gabr ie l  Asem,  S.E. ,  M.Si  dan  Yohanis  Yembra  S.Sos  

sesua i  dengan  AD/ART PKDI  ;

- bahwa benar  yang  mendaf ta r   ke  KPU Kabupaten  Tambrauw 
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ada lah  DPC PKDI  Kabupaten  Tambrauw untuk  pasangan  Drs .  

Menase Paa,  M.Si  dan Paska l i s  Baru ,  S.Pd ;

- bahwa  benar  yang  melakukan  tes  untuk  pasangan  Drs .  

Menase  Paa,  M.Si  dan  Paska l i s  Baru ,  S.Pd  (a la t  bukt i  

T. I I  INTV- 4)  ;

- bahwa  benar  DPP  PKDI  ada  dual i sme  kepengurusan  

berdasarkan  putusan  Pengad i l an  seharusnya  hal  te rsebu t  

t i dak  dibenarkan  ;

- bahwa  saks i  akan  mencabut  sura t  dukungan  kepada  Drs .  

Menase  Paa,  M.Si  dan  Paska l i s  Baru ,  S.Pd  da lam 

pers idangan  in i  ;

2.  Saks i  :  C.A.  ALFREDO NGAMELUBUN ,  S.H.  :

- bahwa   Jabatan  saks i   adalah  sebaga i  Ketua  Panwaslu  

Kabupaten  Tambrauw ;

- bahwa  benar  laporan  yang  di tu j u kan  kepada  Panwaslu  

Kabupaten  Tambrauw  o leh  Tim  Sukses  pasangan  ca lon  

Gabr ie l  Asem,  S.E. ,  M.Si  dan  Yohanis  Yembra  S.Sos  ;

- bahwa  kemudian  Panwaslu  Kabupaten  Tambrauw  melaukan  

pengka j i an  atas  laporan  te rsebu t ,  d imana  pelanggaran  

te rsebu t  masih  da lam  tahap  Admin is t r a s i  ;

- bahwa  kemudian  Panwaslu  Kabupaten  Tambrauw  menyura t  

sampai  3  ( t i ga )  ka l i  kepada  KPU Kabupaten  Tambrauw 

namun t i dak  ada  tanggapan  la l u  melaporkan  hal  te rsebu t  

kepada  Bawaslu  ;

3.  Saks i  :  MARTINUS A.  KAIPMIA,  S.P :

- bahwa   Jabatan  saks i   adalah  sebaga i  Waki l  Ketua  DPD 

Par ta i  Kasih  Demokras i  Indones ia  Prov ins i  Papua Bara t  ;
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- bahwa  saks i  akt i f  d i  DPD  Par ta i  Kasih  Demokras i  

Indones ia  Prov ins i  Papua Bara t  se jak  tahun  2009 ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

jawabannya ,  Tergugat  te l ah  mengajukan  bukt i  buk t i  te r t u l i s  

berupa  fo to  kop i  sura t  sura t  bermate ra i  cukup  yang  te lah  

dicocokkan  dengan  as l i nya  atau  fo to  kop inya  dan dibe r i  tanda  

T  - 1  sampai  dengan  T - 75,  seh ingga  dapat  d i te r ima  sebaga i  

a la t  bukt i  yang sah dengan per inc i an  sebaga i  ber i ku t  :

1. T–1 :  Tanda    Ter ima    dar i    KPU   Kabupaten  

Tambrauw  Nomor:  01/KPU- TMB/2011  tangga l  10 

Februar i  2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. T–2 :  FORMULIR  MODEL B-  KWK.KPU  PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT   PENCALONAN Tangga l  8  Februar i  

2011 ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3. T–3 :  FORMULIR MODEL B1  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTAR PARTAI  POLITIK  PESERTA  PEMILU  DALAM 

PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL  KEPALA DAERAH Tangga l  8  Februar i  2011 ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - -

4. T–4 :  FORMULIR MODEL B2  –  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT  PERNYATAAN  PARTAI  POLITIK  

DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI  POLITIK  TIDAK  AKAN 

MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA 

DAERAH DAN WAKIL  KEPALA  DAERAH  Tangga l  8  

Februar i  2011 ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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5. T–5 :  Tanda    Ter ima    dar i    KPU   Kabupaten  

Tambrauw  Nomor:  03/KPU- TMB/2011  tangga l  11 

Februar i  2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. T–6 :  FORMULIR  MODEL B-  KWK.KPU  PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT   PENCALONAN Tangga l  10  Februar i  

2011 ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7. T–7 :  FORMULIR MODEL B1  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTAR PARTAI  POLITIK  PESERTA  PEMILU  DALAM 

PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL  KEPALA DAERAH Tangga l  10  Februar i  2011 ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - -

8. T–8 :  FORMULIR MODEL B2  –  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT  PERNYATAAN  PARTAI  POLITIK  

DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI  POLITIK  TIDAK  AKAN 

MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA 

DAERAH DAN WAKIL  KEPALA  DAERAH  Tangga l  10  

Februar i  2011 ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. T–9 :  Tanda    Ter ima    dar i    KPU   Kabupaten  

Tambrauw  Nomor:  06/KPU- TMB/2011  tangga l  11 

Februar i  2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. T–10 :  FORMULIR  MODEL B  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT   PENCALONAN,  NOMOR:  01/GAB-

P/TAM/ I I / 2011  Tangga l  10  Februar i  2011 ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan as l i n ya ) ; - - -

Hal .  55 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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11. T–11 :  FORMULIR MODEL B1  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTAR PARTAI  POLITIK  PESERTA  PEMILU  DALAM 

PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL KEPALA  DAERAH Tangga l  10 Februar i  2011 ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan as l i n ya ) ; - - -

12. T–12 :  FORMULIR MODEL B2  –  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT  PERNYATAAN  PARTAI  POLITIK  

DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI  POLITIK  TIDAK  AKAN 

MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA 

DAERAH DAN WAKIL  KEPALA  DAERAH  Tangga l  10  

Februar i  2011 ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. T–13 :  FORMULIR  MODEL B  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT  PENCALONAN,  NOMOR:  02/GAB-

P/TAM/ I I / 2011  Tangga l  10  Februar i  2011 ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan as l i n ya ) ; - - -

14. T–14 :  FORMULIR MODEL B1  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTAR PARTAI  POLITIK  PESERTA  PEMILU  DALAM 

PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL   KEPALA  DAERAH  Tangga l  10  Februar i  

2011 ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan as l i n ya ) ; - - -

15. T–15 :  FORMULIR MODEL B2  –  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT  PERNYATAAN  PARTAI  POLITIK  

DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI  POLITIK  TIDAK  AKAN 

MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA 

DAERAH DAN WAKIL  KEPALA  DAERAH  Tangga l  10  

Februar i  2011 ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. T–16 :  Sura t  Rekomendas i  DPC PPI  Kabupaten  Tambrauw,  

Nomor:  04/DPC- KBW/I I / 2011 ,  tangga l  11 Februar i  

2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
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17. T–17 :  Sura t  DPP PPI ,  Nomor:  14/  DPP-PPI  /  B /  I I  /  

2011,  tangga l  20  Februar i  2011,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. T–18 :  Sura t  Keputusan  DPP PPI ,  Nomor:  SK-CKD.09/DPP-

PPI /B /11 /2011 ,  tangga l  09  Februar i  2011,  

ten tang  Penetapan  Bapak  Pet rus  P.  Yembra  dan  

Bapak  Drs .  Er i ck  Mayor ,  M.Si  Sebaga i  Calon  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Kabupaten  

Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t  Per iode  2011-

2016  dar i  Par ta i  Pemuda Indones ia ,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - -

19. T–19 :  Sura t  Rekomendas i  DPP  PPI ,  Nomor:  SR-

26/SR/DPP- PPI /A /V I / 2010 ,  tangga l  28 Jun i  2010,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. T–20 :  Sura t  DPP PPI ,  Nomor:  292/DPP- PPI /A /V I I I / 2 010  

tangga l  4 Agustus  2010,  Per iha l :  Pember i t ahuan  

Kepengurusan  DPC  PPI  Kabupaten  Tambrauw 

Prov ins i  Papua  Bara t  Yang Sah/D iaku i  o leh  DPP 

PPI ,  d i tu j u kan  kepada:  Ketua  KPU Kabupaten  

Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t ,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. T–21 :  Sura t  Keputusan  DPP PPI ,  Nomor:  SK-33.08 /DPP-

PPI /A / I /  2011 tangga l  7 Januar i  2011,  ten tang :  

Komposis i  dan Susunan  Persona l i a  Care taker  DPC 

PPI  Kab.  Tambrauw  Prop ins i  Papua  Bara t  masa 

bakt i  2011  –  2014,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  57 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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22. T–22 :  Sura t  DPP  PPI  Nomor:  12/DPP- PPI / I I / 2 011  

tangga l  18  Februar i  2011,  Per iha l :  

Pember i t ahuan ,  yang  d i t u j u kan  kepada  KPU 

Kabupaten  Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t  Dan 

Sura t  Keputusan  DPP  PPI ,  Nomor:  1301/SK-

DPP/PPI / I - 11  tangga l  06  Januar i  2011  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Tambrauw Prov ins i  Papua Bara t  

Masa  Bakt i  2011  –  2016,   ( fo t okop i  sesua i  

dengan as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - -

23. T–23 :  1  Bunde l  Cek  Lis t  Berkas  DASAR PELAKSANAAN 

MUNASLUB  PPI ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. T–24 :  Sura t  Keputusan  DPP PKDI ,  Nomor:  025.10 /DPP/ I -

E/09/2010 ,  tangga l  05  September  2010  ten tang  

Pengesahan  Susunan  dan Persona l i a  Pengurus  DPC 

PKDI  Kabupaten  Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t  

Per ido  2010  –  2015,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. T–25 :  Sura t  Keputusan  DPP PKDI ,  Nomor:  024.10 /DPP/ I -

E/05/2010 ,  tangga l  07  Mei  2010  ten tang  

Pengesahan  Susunan  dan Persona l i a  Pengurus  DPC 

PKDI  Kabupaten  Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t  

Per ido  2010  –  2015,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. T–26 :  Sura t  Keputusan  DPP PKDI ,  Nomor:  0356/DPP-

PKDI /Tus /09 /2010 ,  tangga l  17  September  2010,  

ten tang  Penetapan  Bakal  ca lon  Kepala  Daerah  

Tingka t  Kabupaten /Ko ta  Pada  Pemi l i han  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw,  Prov ins i  

Papua  Bara t ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - -
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27. T–27 :  Sura t  Rekomendas i  DPC PKDI  Kabupaten  Tambrauw,  

Nomor:  06/DPC- PKDI.R/TMB/ I I / 2011 ,  tangga l  06 

Februar i  2011  ten tang  Rekomendas i  Pasangan  

Calon  Kepala  dan Waki l  Kepala  daerah  Kabupaten  

Tambrauw  Masa  Bakt i  2011  –  2016,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

28. T–28 :  Sura t  Rekomendas i  DPC PKDI  Kabupaten  Tambrauw,  

Nomor:  010/DPC- PKDI.R/TMB/ I I / 2011 ,  tangga l  02 

Apr i l  2011  ten tang  Rekomendas i  Pasangan  Calon  

Kepala  dan  Waki l  Kepala  daerah  Kabupaten  

Tambrauw  Masa  Bakt i  2011  –  2016,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

29. T–29 :  Sura t  DPC PKDI  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

12/DPC- PKDI/TMB/XIV /2010 ,  tangga l  5  Apr i l  

2011,  Per iha l :  Rekomendas i ,  yang  di t u j u kan  

kepada  DPP PKDI  di  Jakar ta ,   ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. T–30 :  Ber i t a  Acara  ten tang  Hasi l  Pelaksanaan  

ver i f i k a s i  fac tua l  te rhadap  ke lengkapan  syara t  

admin is t r a s i  baka l  ca lon  Bupat i  dan  Bakal  

Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw Prov ins i  

Papua  Bara t  Tahun  2011,  tangga l  17  Februar i  

2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Hal .  59 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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31. T–31 :  Kut ipan  Putusan  Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  

Timur ,  Nomor:  459/Pdt .G /2010 /PN.Jk t . T im  

tangga l  14  Maret  2011,   ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

32. T–32 :  1  (sa tu )  Berkas  dar i  DPP  PKD  Indones ia ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

33. T–33 :  Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

11/Kpts /KPU- Kab.Tmb- 033.680764 /2011  tangga l  3 

Maret  2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34. T–34 :  PENGUMUMAN KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

11/KPU- TMB-033.680764 / I I I / 2 011  Tangga l  3 Maret  

2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

35. T–35 :  Ber i t a  Acara  Pleno  KPU Prov ins i  Papua  Bara t ,  

Nomor:  04/BA/KPU- PB/2011  tangga l  16 Maret  2011  

ten tang  Rapat  Pleno  Pemer iksaan  Berkas  Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Maybra t  dan  

Kabupaten  Tambrauw,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
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36. T–36 :  Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

14/Kpts /KPU- Kab.Tmb- 033.680764 /2011  tangga l  21  

Maret  2011  ten tang  Pencabutan  dan/a tau  

Pembata lan  Atas  Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  

Tambrauw,  Nomor:  11/Kpts /KPU- Kab.Tmb-

033.680764 /2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37. T–37 :  PENGUMUMAN KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

14/KPU- TMB-033.680764 / I I I / 2 011  Tangga l  21 

Maret  2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

38. T–38 :  Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/19 /KPU- TMB/I I I / 2 011  tangga l  21 Maret  2011,  

Per iha l :  Pember i t ahuan ,  yang  di t u j u kan  kepada  

Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

39. T–39 :  KLIPING Koran  Har ian  Radar  Sorong,  pada  har i  

Selasa ,  tangga l  22  Maret  2011,  berka i t an  

dengan  PENGUMUMAN KPU  Kabupaten  Tambrauw,  

Nomor:  14/KPU- TMB-033.680764 / I I I /  2011 Tangga l  

21  Maret  2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  61 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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40. T–40 :  KLIPING  Koran  Har ian  Papua  Bara t  Pos,  pada  

har i  Selasa ,  tangga l  22  Maret  2011,  berka i t an  

dengan  PENGUMUMAN KPU  Kabupaten  Tambrauw,  

Nomor:  14/KPU- TMB-033.680764 / I I I /  2011 Tangga l  

21  Maret  2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41. T–41 :  Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Admin is t r a s i  dan  

Factua l  Terhadap  Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  

Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun  2011  –  2016,  

tangga l  15  Apr i l  2011 ,  te rhadap  DPP  PPI ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

42. T–42 :  Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Admin is t r a s i  dan  

Factua l  Terhadap  Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  

Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun  2011  –  2016,  

tangga l  14  Apr i l  2011 ,  te rhadap  DPP  PKD 

Indones ia ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

43. T–43 :  FORMULIR  MODEL B-  KWK.KPU  PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT   PENCALONAN Tangga l  02  Apr i l  

2011 ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

44. T–44 :  FORMULIR MODEL B1  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTAR PARTAI  POLITIK  PESERTA  PEMILU  DALAM 

PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL   KEPALA  DAERAH Tangga l  02  Apr i l  2011 ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan as l i n ya ) ; - - - - - - - -
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45. T–45 :  FORMULIR MODEL B2  –  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT  PERNYATAAN  PARTAI  POLITIK  

DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI  POLITIK  TIDAK  AKAN 

MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA 

DAERAH DAN WAKIL  KEPALA  DAERAH  Tangga l  02  

Apr i l   2011 ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46. T–46 :  FORMULIR  MODEL B-  KWK.KPU  PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT   PENCALONAN  Tangga l  8  Apr i l  

2011 ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

47. T–47 :  FORMULIR MODEL B1  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTAR PARTAI  POLITIK  PESERTA  PEMILU  DALAM 

PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL   KEPALA  DAERAH Tangga l  8  Apr i l   2011 ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan as l i n ya ) ; - - - - - - - -

48. T–48 :  FORMULIR MODEL B2  –  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT  PERNYATAAN  PARTAI  POLITIK  

DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI  POLITIK  TIDAK  AKAN 

MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA 

DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Tangga l  8 Apr i l  

2011 ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

49. T–49 :  Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/30 /KPU- TMB/IV /2011 ,  tangga l  19 Apr i l  2011,  

Per iha l :  Pember i t ahuan ,  d i tu j u kan  kepada:  

Pimpinan  DPD Parpo l  Golkar  Kab.  Tambrauw ser ta  

Par ta i  Pengusung  Pasangan  Bakal  Calon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw Tahun  2011,  Gabr ie l  Assem,  SE,  M.Si  

dan  Yohanes  Yembra,  S.Sos. ,   ( fo t okop i  sesua i  

dengan as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  63 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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50. T–50 :  Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/28 /KPU- TMB/IV /2011 ,  tangga l  19 Apr i l  2011,  

Per iha l :  Pember i t ahuan ,  d i tu j u kan  kepada:  

Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  

Drs .  Menase  Paa,  M.Si  dan  Paska l i s  Baru ,  

S.Pd. ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51. T–51 :  Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/31a /KPU- TMB/IV /2011 ,  tangga l  21  Apr i l  

2011,  Per iha l :  Pember i t ahuan ,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

52. T–52 :  Sura t  PLT.  Di rek tu r  Tata  Negara  Di t j en  

Admin is t r a s i  Hukum Umum Kementer i an  Hukum dan  

Ham RI ,  Nomor:  AHU.4.AH.11 .01 - 14,  tangga l  29  

Apr i l  2011,  d i t u j u kan  kepada:  KPU Kabupaten  

Tambrauw,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

53. T–53 :  Sura t  PLT.  Di rek tu r  Tata  Negara  Di t j en  

Admin is t r a s i  Hukum Umum Kementer i an  Hukum dan  

Ham RI ,  Nomor:  AHU.AH.11.01 - 06,  tangga l  01  

Maret  2011,  d i tu j u kan  kepada:  Drs .  Paulus  

Kastanya  M.Si  dan  Drs .Lahamsida ,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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54. T–54 :  Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  KPU  Kabupaten  

Tambrauw ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang 

Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  Nomor:  

17/BA/ I I I / 2 011  tangga l  2 Mei  2011,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

55. T–55 :  Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

17/Kpts /KPU- Kab.Tmb- 033.680764 /2011  tangga l  02  

Mei  2011 ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  

Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

56. T–56 :  PENGUMUMAN KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

17/KPU- TMB-033.680764 / I I I / 2 011 ,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  as l i nya ) ; - - -

57. T–57 :  KLIPING  Koran  Har ian  Radar  Sorong,  pada  har i  

Selasa ,  tangga l  03 Mei  2011,   berka i t an  dengan  

PENGUMUMAN KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

17/KPU- TMB-033.680764 / I I I / 2 011 ,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58. T–58 :  KLIPING  Koran  Har ian  Papua  Bara t  Pos,  pada  

har i  Selasa ,  tangga l  03  Mei  2011  berka i t an  

dengan  PENGUMUMAN KPU  Kabupaten  Tambrauw,  

Nomor:  17/KPU- TMB-033.680764/ I I I /  2011,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  65 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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59. T–59 :  Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada:  

Pasangan  Kandida t  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011:  

J immy  Demianus  I j i e ,  SH dan  Regina  Yekwan,  

S.Pd,  M.Si ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

60. T–60 :  Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada:  

Pasangan  Kandida t  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011:  

Drs .  Menase Paa,  M.Si  dan Paska l i s  Baru ,  S.Pd,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

61. T–61 :  Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada:  

Pasangan  Kandida t  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011:  

Gabr ie l  Assem,  SE,  M.Si  dan  Yohanis  Yembra,  

S.Sos ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

62. T–62 :  Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada:  

PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  TAMBRAUW, 

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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63. T–63 :  Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada:  

KETUA PANWASLU KABUPATEN TAMBRAUW,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

64. T–64 :  Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada:  

Bapak  KAPOLRES  SORONG,   ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65. T–65 :  Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada:  

KETUA  DPR,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

66. T–66 :  Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada:  

KEPALA  KEJAKSAAN SORONG,   ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

67. T–67 :  Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  KPU  Kabupaten  

Tambrauw  ten tang  Pencabutan  dan  Penetapan  

Nomor  Urut  Pasangan  Calon  yang  memenuhi  

persyara tan  sebaga i  Calon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  

2011,  Nomor:  18/BA/V/2011  tangga l  5 Mei  2011,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  67 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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68. T–68 :  Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

19/Kpts /KPU- Tmb-033.680764 /2011  tangga l  5  Mei  

2011  ten tang  Penetapan  Nomor  Urut  Pasangan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Dalam  Pemi lu  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

69. T–69 :  Sal i nan  Putusan  Hakim  Tungga l  pada  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jayapura  (PTUN JAYAPURA),  

da lam  Perkara  Nomor:  58/G/2010 /PTUN.JPR,  

tangga l  27  Januar i  2011,   ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

70. T–70 :  Sal i nan  Putusan  Maje l i s  Hakim  Banding  pada  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar  

(PT.TUN  MAKASSAR),  da lam  Perkara  Nomor:  

16/B .TUN/2011 /PT.TUN.MKS,  tangga l  11  Apr i l  

2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

71. T–71 :  Sal i nan  Putusan  Maje l i s  Hakim  pada  PTUN 

Jayapura ,  da lam  perkara :  35/G/2010 /PTUN.JPR 

tangga l  08  Nopember  2010,   ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

72. T–72 :  Kl ip i ng  Koran  Har ian  Radar  Sorong,  Jumat ,  18  

Maret  2011,  dengan  Judu l :  ”Gugatan  Gebi  Anis  

Untuk   Gugurkan   Kandida t ”

Sumber  Ber i t a :  Adam Klouw,  S.PAK. ,  Sekre ta r i s  

DPC  Par ta i  Kedaula tan  Kabupaten  Tambrauw,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

68

68
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73. T–73 :  Sura t  Tugas  DPP PPI ,  Nomor:  11/A- DPP/PPI /V /11 ,  

yang  di tanda  tangan i  o leh  Pengurus  DPP PPI :  

Ketua :  Yudho  Enjanarko ,  SH,  M.Hum,  MM dan 

Sekre ta r i s  Jendera l :  Drs .  Reinhard  Samah,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - -

74. T–74 :  1  Bunde l  :GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, 

( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

75. T–75 :  1  Bunde l :  GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, 

( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

jawabannya ,  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  pula  

mengajukan  bukt i  bukt i  te r t u l i s  berupa  fo to  kop i  sura t  sura t  

bermate ra i  cukup  yang  te l ah  d icocokkan  dengan  as l i nya  atau  

fo to  kop inya  dan  diber i  tanda  T. I I . In t - 1  sampai  dengan  

T. I I . In t - 12,  seh ingga  dapat  d i t e r ima  sebaga i  a la t  bukt i  yang  

sah dengan per i nc i an  sebaga i  ber i ku t  :

1. T. I I  INTV–

1 :   

Sura t  Keputusan  DPP  Par ta i  pemuda 

Indones ia ,  Nomor:  1301/SK- DPP/PPI / I - I I  

Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw,  

Prop ins i  Papua bara t  Masa Bakt i  2011- 2016,  

te r t angga l  06  Januar i  2011,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - -

2. T. I I  INTV–

2 :   

Sura t  DPP Par ta i  pemuda Indones ia ,  Nomor:  

213/S .DPP- PPI /V /2011 ,  te r t angga l  31  Mei  

2011  kepada  Hakim  Tungga l  Dalam  Perkara  

Nomor.  26  /  G.TUN  /  2011/  PTUN.JPR,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  69 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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3. T. I I  INTV–

3 :   

Sura t  Rekomendas i  Dewan  Pimpinan  Cabang 

(DPC)  Par ta i  Kas ih  Demokras i  Indones ia  

DPC-PKDI  Kabupaten  Tambrauw Nomor:  09/DPC-

PKDI.R /TMB/ IV /2011 ,  te r t angga l  2  Apr i l  

2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. T. I I  INTV–

4 :   

Foto  Pemaparan  Vis i  dan  Mis i  o leh  Drs .  

Manase  Paa,  M.Si  dan  penyerahan  Vis i  dan  

Mis i  kepada  Pengurus  DPP PKDI ,  d i  Kanto r  

DPP  PKDI  Pusat ,  J l .  Pangl ima  Pol im,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

5. T. I I  INTV–

5 :   

Formul i r  Model  B- KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k ,  

ten tang  Sura t  Penca lonan  Kepala  daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  atas  nama:  Drs .  MANASE 

PAA,  M.Si  dan  PASKALIS  BARU,  S.Pd,  

te r t angga l  02  Apr i l  2011,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. T. I I  INTV–

6 :   

Formul i r  Model  B1- KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k ,  

ten tang  Sura t  Pernya taan  Kesepakatan  

Bersama  Antara  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  

Pemi lu  Dalam  Penca lonan  Pasangan  Calon  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah,  

te r t angga l  02  Apr i l  2011,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

70
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7. T. I I  INTV–

7 :   

Formul i r  Model  B2- KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k ,  

ten tang  Sura t  Pernya taan  Par ta i  Pol i t i k  

Dan/Atau  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  Tidak  

Akan  Menar i k  Penca lonan  Atas  Pasangan  

Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah ,  te r t angga l  02  Apr i l  2011,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - -

8. T. I I  INTV–

8 :   

Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  PPI ,  

Nomor:  SK-33.08 /DPP- PPI /A / I / 2 011 ,  

te r t angga l  07  Januar i  2011,  Tentang  

Komposis i  Dan Susunan  Persona l i a  Care teker  

Dewan  Pimpinan  Cabang  PPI  Kabupaten  

Tambrauw,  Prov ins i  Papua Bara t ,  Masa Bakt i  

2011- 2016,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

9. T. I I  INTV–

9 :   

Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Admin is t r a s i  dan  

Factua l  Terhadap  Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  

Baka l  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  d i  Kabupaten  Tambrauw 

Tahun  2011- 2016,  o leh  KPU  Kabuapten  

Tambrauw,  te r t angga l  15  Apr i l  2011  

Terhadap  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Pemuda  Indones ia  (DPP  PPI) ,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  71 dar i  88 Hal .  Putusan  No.  26.AC/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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10

.

T. I I  INTV–

10 :   

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  

Par ta i  Kasih  Demokras i  Indones ia  DPP-PKDI  

Nomor:  025. `0 /DPP/ I - E/09 /2010 ,  tangga l  05 

September  2010  Tentang  Pengesahan  Susunan  

Dan  Persona l i a  Pengurus  Dewan  Pimpinan  

Cabang  Par ta i  Kas ih  Demokras i  Indones ia  

Kabupaten  Tambrauw  Prov ins i  Papua  bara t  

Per iode  2010- 2015.  Bersama  lampi rannya ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11

.

T. I I  INTV–

11 :   

Ber i t a  Acara  Tentang  Hasi l  Pelaksanaan  

Ver i f i k a s i  Factua l  Terhadap  Kelengkapan  

Syara t  Admin is t r a s i  Baka l  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw  Prov ins i  

Papua  Bara t  Tahun  2011,  te r t angga l  17  

Pebruar i  2011.  Terhadap  Dewan  Pimpinan  

Pusat  Par ta i  Kas ih  Demokras i  Indones ia  

(DPP.PKDI ) ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; -

12

.

T. I I  INTV–

12 :   

Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Admin is t r a s i  dan  

Factua l  Terhadap  par ta i  Pol i t i k  Pengusung  

Baka l  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  d i  Kabupaten  Tambrauw 

Tahun  2011- 2016,  Oleh  KPU  Kabupaten  

Tambrauw,  te r t angga l  14  Maret  2011.  

Terhadap  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Kasih  

Demokras i  Indones ia  (DPP PKDI) ,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  d isamping  mengajukan  bukt i - bukt i  sura t  

te rsebu t ,  secara  bersama- sama Terguga t  dan  Para  Terguga t  I I  

In te r vens i  juga  te lah  mengajukan  2  (dua)  orang  saks i  d i  

pers i dangan  yang  member ikan  kete rangannya  dibawah  jan j i  yang  

pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :

1.  Saks i  :  JEMY NAUW :
72
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- bahwa  Jabatan  saks i   adakah  sebaga i  Waki l  Ketua  I   DPC 

Par ta i  Kas ih  Demokras i  Indones ia  (PKDI )  Kabupaten  

Tambrauw ;

- bahwa  yang  per tama  datang  kepada  DPC Par ta i  Kasih  

Demokras i  Indones ia  (PKDI )  Kabupaten  Tambrauw  adalah  

pasangan  Drs .  MENASE PAA,  MSI dan PASKALIS BARU, S.Pd ;

- bahwa kemudian  DPC PKDI  Kabupaten  Tambrauw pada  tangga l  

06  Februar i  2011  merekomendas ikan  pasangan  Drs .  MENASE 

PAA,  MSI dan PASKALIS BARU, S.Pd (a la t  bukt i  t - 27)  ;

- bahwa rekomendas i  te rsebu t  kemudian  DPC PKDI  Kabupaten  

Tambrauw  te ruskan  kepada  DPP PKDI  dan  pada  tangga l  8 

Februar i  2011  DPP PKDI  mengundang  pasangan  te rsebu t  

untuk  mengiku t i  tes  kesehatan  ;

- bahwa pada  tangga l  11  Februar i  2011  DPC PKDI  Kabupaten  

Tambrauw bersama pasangan  Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011  mendaf ta r  ke  KPU 

Kabupaten  Tambrauw ;

- bahwa  rekomendas i  te rsebu t  t i dak  ber ten tangan  dengan  

AD/ART PKDI  karena  belum ada per in t ah  dar i  DPP PKDI  ;

- bahwa DPC PKDI  Kabupaten  Tambrauw belum pernah  mendapat  

teguran  dar i  DPP  PKDI  berka i t an  dengan  rekomendas i  

te rsebu t  ;

2.  Saks i  :  COSMAS BARU ;

- bahwa saks i  adalah  Anggota  DPRD Kabupaten  Tambrauw dar i  

Par ta i  Pemuda  Indones ia  ;

- bahwa  Jabatan  saks i   adalah  sebaga i  Ketua  DPC Par ta i  

Par ta i  Pemuda  Indones ia  Kabupaten  Tambrauw  ;

- bahwa saks i  d iangka t  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Dewan 

Pimpinan  Pusat  Par ta i  Pemuda  Indones ia  Nomor:  SK-
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33.08 /DPP- PPI /A / I / 2 011  te r t angga l  07  Januar i  2011  (a la t  

bukt i  T- 21)  ;

- bahwa  DPC Par ta i  Pemuda  Indones ia  Kabupaten  Tambrauw 

pada  SK No.  11/Kpts /KPU- Kab.Tmb- 003.680764 /2011  tangga l  

03  Maret  2011  dan  SK  No.  17/  Kpts /KPU- Kab.Tmb-

003.680764 /2011  tangga l  02  Mei  2011  te tap  mengusung  

Pasangan  Drs .  MENASE PAA,  MSI dan PASKALIS BARU, S.Pd  ;

Menimbang,  bahwa  para  p ihak  te l ah  dibe r i  kesempatan  

untuk  mengajukan  kes impu lan  untuk  i t u  para  pihak  te lah  

menyerahkan  Kesimpulannya  secara  te r t u l i s  masing- masing  

te r t angga l  17 Jun i  2011 ;

Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  Putusan  in i  sega la  

sesuatu  yang  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

merupakan  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  Putusan  i n  

l i t i s  ;

Menimbang,  bahwa  para  p ihak  menyatakan  t i dak  ada  lag i  

yang  dikemukakan  dan  se lan ju t nya  mohon Putusan ,  o leh  karena  

i t u  Hakim  Tungga l  te l ah  dapat  mengambi l  Putusan  berdasarkan  

per t imbangan  hukum sebaga imana  diu ra i kan  dibawah in i  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUM 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  Para  

Penggugat  adalah  sebaga imana  te ru ra i  da lam duduk  perkara  di  

atas  ;

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  ob jek  sengke ta  dalam 

perkara  in i  ada lah  :

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  

Tambrauw Nomor  :  17/Kpts /KPU- Kab.Tmb- 033.680764/2011  Tangga l  

02  Mei  2011  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan 

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011  ;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  dar i  p ihak  

ket i ga  yakn i  Drs .  Manase  Paa,  M.Si .  dan  Paska l i s  Baru ,  

S.Pd. ,  yang  dia j ukan  di  Pers idangan  Tangga l  26  Mei  2011  

mela lu i  Kuasanya  Chr is t o f f e l  Tutuar ima ,  SH.  dan  Alex i  

Sasube,  SH.  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  23 Mei  

2011  dengan  sura t  permohonan  te r t angga l  26  Mei  2011,  d imana 

Para  Pemohon In te r vens i  te rsebu t  te l ah  mengajukan  permohonan  

untuk  bergabung  dalam perkara  in i ,  maka berdasarkan  pasa l  83  

ayat  (1 )  dan  (2)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  oleh  Hakim  Tungga l  kedua  permohonan  te rsebu t  

te lah  dikabu l kan  dan  Para  Pemohon In te r vens i  atas  nama Drs .  

Manase  Paa,  M.Si .  dan  Paska l i s  Baru ,  S.Pd.  d idudukkan  

sebaga i  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  da lam  perkara  in  casu ,  

sebaga imana  te lah  di te t apkan  dalam  Putusan  Sela  Nomor  :  

26AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR tangga l  01 Jun i  2011 ;

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  da lam gugatan nya  pada 

pokoknya  mendal i l k an  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  dengan  d i t e rb i t k annya  Objek  Sengketa  te l ah  

menimbulkan  ak iba t - ak iba t  yang  merug ikan  kepent i ngan  

Para  Penggugat ,  karena  Par ta i  Pol i t i k  pengusung  Para  

Penggugat  ya i t u  Par ta i  Pemuda Indones ia  (PPI )  dan  Par ta i  

Kas ih  Demokras i  Indones ia  (PKDI )  te lah  dia l i h kan  oleh  

Tergugat  kepada  Pasangan  Drs .  Manase  Paa,  M.Si  dan  

Paska l i s  Baru ,  S.Pd.  ;

- Bahwa t i ndakan  Terguga t  da lam menerb i t kan  Objek  Sengketa  

Aquo  te lah  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang-

Undangan  yang  ber laku  Ser ta  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  

yang  Baik  Khusunya  Asas  Pro fes iona l i t a s ,  Asas  Fai r  Play  

dan Asas  Kecermatan  Formal  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dal i l - da l i l  gugatannya  

te rsebu t  Para  Penggugat  memohon  kepada  Pengad i l an  untuk  
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menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  objek  sengketa  dan  

memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Objek  Sengketa  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  se la i n  tun tu tan  Para  Penggugat  agar  

Objek  Sengketa  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  dan  

memer in tahkan  Tergugat  agar  mencabut  ob jek  sengketa  a  quo ,  

Para  Pengugat  juga  meminta  agar  Pengad i l an  memer in tahkan  

Tergugat  untuk  menetapkan  Par ta i  Pemuda Indones ia  (PPI )  dan  

Par ta i  Kasih  Demokras i  Indones ia  (PKDI )  sebaga i  Par ta i  

Pol i t i k  Pengusung  Para  Penggugat  ser ta  memer in tahkan  

Tergugat  untuk  mengeluarkan  keputusan  baru  untuk  t i dak  

melo loskan  Pasangan  Drs .  Manase Paa,  M.Si  dan Paska l i s  Baru ,  

S.Pd.  menjad i  Pasangan  ca lon  yang  memenuhi  persyara tan  

peser ta  pemi l i han  umum kepa la  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011  ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t  

Tergugat  te lah  membantah  da l i l - da l i l  gugatan  Para  Penggugat  

a quo  yang  te r t uang  dalam Jawabannya  te r t angga l  01 Jun i  2011 

yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  objek  sengketa  t i dak  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Perundang- Undangan  dan  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  

yang  Baik  ;

Menimbang,  bahwa Para  Terguga t  I I  In te r vens i  te l ah  pula  

membantah  dal i l - da l i l  gugatan  Para  Penggugat  a  quo  yang  

te r t uang  dalam Jawabannya  te r t angga l  01  Jun i  2011 yang  pada 

pokoknya  menyatakan  bahwa Para  Tergugat  I I  In te r vens i  adalah  

Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  pada  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  yang  te l ah  mela lu i  prosedur  

sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dar i  

se jak  penca lonan  sampai  dengan te rb i t n ya  objek  sengke ta  ;

Menimbang,  bahwa  atas  dal i l  da l i l  pada  masing- masing  

Jawaban  te rsebu t ,  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  
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memohon  kepada  Pengadi l an  agar  menyatakan  gugatan  Para  

Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  dan/a tau  menolak  gugatan  Para  

Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ser ta  menghukum  Para  Penggugat  

untuk  membayar  biaya  perkara  ;

Menimbang,  bahwa dalam Jawaban  Tergugat  te rsebu t  te rmuat  

pu la  mengenai  Ekseps i ,  o leh  karena  i t u  sebe lum 

mempert imbangkan  mengenai  pokok  perkaranya  Hakim Tungga l  

akan  mempert imbangkan  te r l eb i h  dahu lu  Ekseps i  yang  d ia j ukan  

oleh  Terguga t  te rsebu t  ;

DALAM EKSPESI

Menimbang,  bahwa  Ekseps i  yang  disampaikan  o leh  Tergugat  

pada  pokoknya  ada lah  berkenaan  dengan  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  t i dak  berwenang  memer iksa  dan  mengadi l i  sengketa  a  

quo ,  dengan  alasan  sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduk  perkara  

te rsebu t  d i  atas  ;

Menimbang,  bahwa  menuru t  Pasal  77  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Kewenangan  

Mengadi l i  da lam Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rbag i  menjad i  

2  (dua)  jen i s  ya i t u  Kewenangan  Mengadi l i  yang  bers i f a t  

Abso lu t  (Kompetens i  Abso lu t )  dan  Kewenangan  Mengadi l i  yang  

bers i f a t  Rela t i f  (Kompetens i  Rela t i f ) ,  namun  berdasarkan  

dal i l  ekseps i  Tergugat  sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduk  

perkara  di  atas  Tergugat  mendal i l k an  bahwa  ruang  l i ngkup  

sengketa  in  casu  ada lah  kewenangan  Terguga t  karena  hal  

te rsebu t  merupakan  masalah  in t e r na l  par ta i  po l i t i k ,  te rhadap  

dal i l  te rsebu t  Hakim Tungga l  per t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa keten tuan  Pasal  1  angka  9 Undang- Undang 

Nomor  51 Tahun  2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

yang  unsur - unsurnya  sebaga i   ber i ku t  :  

1. Penetapan  Ter tu l i s  ;  

2. Dike lua rkan  oleh  Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  ;  
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3. Berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ;  

4. Ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  Usaha Negara  ;  

5. Bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan f i na l  ;  

6. Menimbulkan  ak iba t  hukum  bag i  seseorang  atau  badan  

hukum perda ta  ;  

Menimbang,  bahwa  sete lah  Hakim  Tungga l  menel i t i  ob jek  

sengketa  dihubungkan  dengan  unsur - unsur  Pasa l  1  angka  9 

te rsebu t  d i  atas ,  maka objek  sengketa  baik  fo rmat ,  i s i ,  

maupun  ak iba t  hukum  yang  di t imbu l kannya  te lah  memenuhi  

unsur - unsur  Pasa l  1 angka  9 te rsebu t ,  o leh  karena  i t u  Hakim 

Tungga l  berpendapat  ob jek  Sengketa  ada lah  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  apakah  objek  Sengketa  

te rmasuk  dalam  ruang  l i ngkup  pol i t i k  karena  merupakan  

masalah  in t e r na l  par ta i  po l i t i k  sebaga imana  dal i l  Ekseps i  

Tergugat  a  quo ,  Hakim Tungga l  per t imbangkan  dengan  ura ian  

sebaga i  ber i ku t  ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Penje lasan  Pasal  32 ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2011  ten tang  perubahan  atas  

Undang- Undang Nomor  2 tahun  2008  ten tang  Par ta i  Pol i t i k  yang 

dimaksud  dengan  “perse l i s i h an  Par ta i  Pol i t i k ”  mel ipu t i  

anta ra  la i n :  (1 )  perse l i s i h an  yang  berkenaan  dengan  

kepengurusan ;  (2 )  pe langgaran  te rhadap  hak  anggota  Par ta i  

Pol i t i k ;  (3 )  pemecatan  tanpa  alasan  yang  je l as ;  (4 )  

penya lahgunaan  kewenangan;  (5 )  per tanggung jawaban  keuangan;  

dan/a tau  (6 )  kebera tan  te rhadap  keputusan  Par ta i  Pol i t i k  ;  

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  berdasarkan  ura ian  keten tuan  

Pasa l  23  dan  Pasal  24  Undang- Undang  te rsebu t ,  perse l i s i h an  

Par ta i  Pol i t i k  te r sebu t  d ise lesa i kan  oleh  in te rna l  Par ta i  

dan  apab i l a  penye lesa ian  perse l i s i h an  t i dak  te rcapa i  maka 

penye lesa ian  perse l i s i h an  di l akukan  Pengad i l an  Neger i  dan  

te rbuka  upaya  hukum  kasas i  yang  dipu tus  o leh  mahkamah Agung  
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;  

Menimbang,  bahwa Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  menjad i  

ob jek  sengketa  dalam  perkara  in i  d i t e rb i t k an  bukan lah  

mengenai  perse l i s i h an  par ta i  po l i t i k  maupun  outpu t  dar i  

permasa lahan  in te r na l  par ta i  po l i t i k  sebaga imana  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  di  atas ,  namun  ob jek  sengketa  

yang  di t e r b i t k an  oleh  Tergugat  sebaga i  penye lenggara  urusan  

pemer in tahan  dalam  melaksanakan  pemi lu  secara  yur i d i s  

normat i f  masuk  da lam  ranah  admin is t r a t i f ,  seh ingga  menuru t  

Hakim  Tungga l  ob jek  sengketa  in  casu  merupakan  kewenangan  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  untuk  memer iksa  dan mengadi l i n ya  

sebaga imana  keten tuan  Pasa l  2  huru f  (g )  Undang- Undang  Nomor  

9  Tahun  2004  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jo.  Sura t  

Edaran  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  (SEMA)  Nomor  7 

Tahun  2010  Tentang  Petun juk  Tekn is  Sengketa  Mengena i  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  ;

Menimbang,  bahwa dal i l  ekseps i  Tergugat  mengenai  t i ndakan  

ver i f i k a s i  admin is t r a s i  dan fak tua l  yang  te l ah  d i l akukan  dan  

hal - ha l  yang  bers i f a t  prosedura l  bukan lah  dal i l  yang  

bers i f a t  eksep t i f  karena  te lah  melebur  dengan  pokok  

sengketanya ,  ha l  mana  te rhadap  dal i l  demik ian  harus lah  

dibuk t i k an  te r l eb i h  dahu lu  di  Pers idangan  dan  te rhadap  

pengu j i an  maupun  pen i l a i a nnya  harus  d ipe r t imbangkan  da lam 

pokok  perkaranya  ( bodem gesch i l l )  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas  Hakim  Tungga l  berpendapat  Ekseps i  Terguga t  

mengenai  Kewenangan  Mengadi l i / K ompetens i  Absolu t  yang  

menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  berwenang  

memer iksa  dan  mengadi l i  sengketa  a  quo  dinya takan  t i dak  

dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  sebe lum  Hakim  Tungga l  menguj i  dan/a tau  

meni la i  penerb i t an  objek  Sengketa  baik  secara  prosedur  

maupun  subs tans i ,  te r l eb i h  dahu lu  akan  diper t imbangkan  

ten tang  kedudukan  seseorang  atau  badan  hukum perda ta  yang  

mengajukan  gugatan  di  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  sesua i  
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dengan  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  5 

tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  9  tahun  2004  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  pada  pokoknya  disebu tkan  bahwa 

hanya  orang  atau  badan  hukum perda ta  yang  kepent i ngannya  

di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  

mengajukan  gugatan  dan  se la i n  i t u  da lam  Hukum Admin is t r a s i  

d ikena l  adag ium  “ poin t  d’  in t e r es t  po in t  d ’  act i on ”  ya i t u  

hanya  yang  berkepen t i ngan  yang  b isa  menggugat  ;

Menimbang,  bahwa yang  dimaksud  dengan  Kepent i ngan  menuru t  

keten tuan  te rsebu t  d i  atas  ada lah  kepent i ngan  dalam  proses  

yang  bers i f a t  fo rm i l  dan/a tau  kepent i ngan  yang  harus  

di l i n dung i  o leh  hukum yang  bers i f a t  mater i l  kedua  ha l  

te rsebu t  bers i f a t  kumula t i f  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  harus lah  te rdapa t  kedudukan  

Para  Penggugat  d isa tu  p ihak  dan  kedudukan  Tergugat  d ip i hak  

la i nnya ,  kemudian  te r j ad i  keadaan  khusus  atau  per i s t i wa  

hukum yang  menimbulkan  kerug ian  bag i  Pihak  Para  Penggugat .  

Keadaan  khusus  atau  per i s t i wa  hukum dalam  Hukum Tata  Usaha  

Negara  ada lah  penerb i t an  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

oleh  Pihak  Tergugat  d i  sa lah  satu  pihak ,  dan  di  p ihak  

la i nnya  Penggugat  merasa  di rug i kan  dengan  te rb i t n ya  Sura t  

Keputusan  objek  sengke ta  te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  j i ka  di te l i t i  secara  admin is t r a t i f  

te rhadap  objek  sengketa  a  quo ,  da lam  objek  sengketa  

te rcan tum nama Para  Penggugat  sebaga i  Pasangan  Calon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  yang  Memenuhi  Persyara tan  

Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun  2011 ,  o leh  karenanya  

dapat  d is impu lkan  bahwa  Para  Penggugat  t i dak  lag i  mempunya i  

kepent i ngan  yang  di rug i kan  dalam  hal  proses  karena  

senya tanya  nama Para  Penggugat  te lah  te rakomodi r  da lam objek  

sengketa  ;

Menimbang,  bahwa  dal i l  Para  Penggugat  da lam  gugatannya  

yang  menyatakan  Tergugat  te lah  mengal i hkan  dukungan  2  (dua)  

Par ta i  Pol i t i k  pengusungnya  yakn i  Par ta i  Pemuda  Indones ia  
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(PPI )  dan  Par ta i  Kasih  Demokras i  Indones ia  (PKDI )  kepada  

Para  Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  menimbulkan  kerug ian  bag i  

Para  Penggugat ,  seh ingga  Para  Penggugat  merasa  mempunya i  

kepent i ngan  yang  harus  di l i n dung i  o leh  hukum yang  bers i f a t  

mater i l ,  o leh  karenanya  mengacu pada dal i l  Para  Penggugat  

te rsebu t  Hakim Tungga l  akan  mempert imbangkan  apakah  te rdapa t  

cukup  kepent i ngan  Para  Penggugat  dengan  da l i l  te r sebu t  untuk  

mengajukan  gugatan  di  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

sebaga imana diu ra i kan  dibawah in i  ;

Bahwa keten tuan  Pasa l  1 Ayat  (5 )  dan (6 )  Pera tu ran  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Tekn is  

Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan Waki l  

Kepala  Daerah  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Ayat  5 : Par ta i  po l i t i k  ada lah  par ta i  po l i t i k  peser ta  
Pemi l i han  Umum sebaga imana  dimaksud  dalam  Undang-
Undang  Nomor  10  Tahun  2008  ten tang  Pemi l i han  Umum 
Anggota  Dewan Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan Perwak i l an  
Daerah,  dan Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah .

Ayat  6 : Gabungan  par ta i  po l i t i k  ada lah  dua  atau  leb ih  
par ta i  pol i t i k  peser ta  Pemi l i han  Umum yang  secara  
bersama- sama  bersepaka t  mencalonkan  1  (sa tu )  
pasangan  ca lon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  
Daerah .

Bahwa Para  Penggugat  adalah  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  yang  d iusung  oleh  Par ta i  Golongan  

Karya  (Go lka r ) ,  Par ta i  Buruh  (PB) ,  Par ta i  Pemuda Indones ia  

(PPI ) ,  Par ta i  Kedaula tan  (PK) ,  Par ta i  Kas ih  Demokras i  

Indones ia  (PKDI )  dan  Par ta i  Demokras i  Pembaruan  (PDP)  

sebaga imana  te rcan tum  dalam  Model  B- KWK.KPU,  B1- KWK.KPU dan  

B2- KWK.KPU (v i de  Bukt i  P- 1=T- 46,  Bukt i  P- 2=T- 47,  dan  Bukt i  

P- 3=T- 48)  ;

Bahwa Para  Tergugat  I I  In te r vens i  ada lah  Pasangan  Calon  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  yang  diusung  o leh  

Par ta i  Pemuda  Indones ia  (PPI ) ,  Par ta i  Demokras i  Pembaruan  

(PDP) ,  Par ta i  Kedau la tan  (PK) ,  Par ta i  Kasih  Demokras i  

Indones ia  (PKDI )  dan  Par ta i  Kebangk i t an  Bangsa  (PKB)  

sebaga imana  te rcan tum  dalam  Model  B- KWK.KPU,  B1- KWK.KPU dan  
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B2- KWK.KPU (v i de  Bukt i  T- 43=T. I I . I n t - 5,  Bukt i  T- 44=T. I I . I n t -

6,  dan Bukt i  T- 45=T. I I . I n t - 7)  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pera tu ran  Perundang-

undangan  te rsebu t  d ihubungkan  dengan  fak ta  hukum te rsebu t  d i  

atas ,  maka  Para  Penggugat  dan  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  

ada lah  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

yang  diusung  oleh  Gabungan Par ta i  Pol i t i k  ;

Menimbang,  bahwa keten tuan  mengena i  mekanisme  penca lonan  

peser ta  pemi lu  kepa la  daerah  dan  waki l  kepa la  daerah  yang  

dia j ukan  oleh  Par ta i  Pol i t i k  atau  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  

d ia tu r  dalam Pasa l  3 huru f  (a ) ,  Pasa l  4 Ayat  (3 )  dan Pasal  7 

Ayat  (1 ) ,  (2 )  dan  (3 )  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  

13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  Daerah  

menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Pasa l  3 :
Peser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah ,  

ada lah  :

Huru f  a :

Pasangan ca lon  Gubernur  dan Waki l  Gubernur  
atau  pasangan  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  
Bupat i  atau  pasangan  ca lon  Wal iko ta  dan  
Waki l  Wal iko ta  yang  diusu l kan  oleh  par ta i  
po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  
secara  berpasangan  sebaga i  satu  kesatuan  ;

Pasa l  4  Ayat  (3 )

:

Gabungan  par ta i  po l i t i k  yang  mengajukan  baka l  
pasangan  ca lon  sebaga imana  dimaksud  dalam  
Pasal  3,  merupakan  :

a. gabungan  par ta i  po l i t i k  yang memi l i k i  kurs i  
d i  DPRD  yang  bersangku tan ;  atau  

b. gabungan  par ta i  po l i t i k  yang memi l i k i  kurs i  
d i  DPRD yang  bersangku tan  dengan  par ta i  
po l i t i k  yang  t i dak  memi l i k i  kurs i  d i  DPRD 
yang  bersangku tan ;  atau  
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c. gabungan  par ta i  po l i t i k  yang t i dak  memi l i k i  
kurs i  d i  DPRD  yang  bersangku tan .

Pasa l  7  Ayat  (1 )

:

Par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  
hanya  dapat  mengusu lkan  1  (sa tu )  baka l  
pasangan  ca lon  ;

Pasa l  7  Ayat  (2 )

:

Baka l  pasangan  ca lon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  
Kepala  Daerah  yang  te l ah  diusu l kan  oleh  
par ta i  pol i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  
sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 ) ,  t i dak  
boleh  dica lonkan  lag i  o leh  par ta i  po l i t i k  
atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  la i nnya .

Pasa l  7  Ayat  (3 )

:

Par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  
yang  sudah  mengajukan  baka l  pasangan  ca lon  
dan  sudah  menandatangan i  kesepaka tan  
penga juan  baka l  pasangan  ca lon ,  t i dak  
dibenarkan  menar i k  dukungan  kepada  baka l  
pasangan  ca lon  yang  bersangku tan ,  dengan  
keten tuan  apab i l a  par ta i  po l i t i k  atau  
gabungan  par ta i  po l i t i k  te tap  menar i k  
dukungan  te rhadap  baka l  pasangan  ca lon  yang  
bersangku tan ,  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  
par ta i  pol i t i k  te r sebu t  d ianggap  te tap  
mendukung  baka l  pasangan  ca lon  yang  te lah  
dia j ukan .

  

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  menyatakan  Par ta i  Pemuda 

Indones ia  (PPI )  dan  Par ta i  Kasih  Demokras i  Indones ia  (PKDI )  

ada lah  Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  Para  Penggugat  yang  

dipe rkua t  dengan  kete rangan  Saks i  atas  nama  BIRINUS JOSEPH 

RAHAWADAN  yang  menyatakan  bahwa  DPP  PKDI  mengajukan  

Rekomendas i  untuk  pasangan  Gabr ie l  Asem,  S.E. ,  M.Si  dan  

Yohanis  Yembra  S.Sos  sesua i  dengan  AD/ART  PKDI ,  namun 
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menuru t  Para  Penggugat  te lah  dia l ihkan  secara  senga ja  oleh  

Tergugat  kepada  pasangan  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  ;

Menimbang,  bahwa  atas  da l i l  te rsebu t  Tergugat  dan  Para  

Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  membantahnya  dengan  menyatakan  

bahwa  Tergugat  te l ah  melakukan  ver i f i k a s i  admin i s t r a s i  dan  

fak tua l  te rhadap  Par ta i  Pemuda  Indones ia  (PPI )  dan  Par ta i  

Kasih  Demokras i  Indones ia  (PKDI)  dengan  has i l  rekomendas i  

yang  sah  ada lah  dibe r i k an  kepada  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  

yang  diperkua t  dengan  kete rangan  Saks i  atas  nama COSMAS BARU 

yang  menyatakan  Par ta i  Pemuda  Indones ia  (PPI )  member ikan  

dukungan  kepada  Para  Terguga t  I I  In te r vens i  dan  Saks i  atas  

nama  JEMY  NAUW yang  menyatakan  Par ta i  Kasih  Demokras i  

Indones ia  (PKDI )  member ikan  dukungan  kepada  Para  Tergugat  I I  

In te r vens i  ;

Menimbang,  j i k a  dice rmat i  keten tuan  Pasal  3  huru f  (a )  

dan  Pasa l  4  Ayat  (3 )  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  

13  Tahun  2010  a  quo ,  Par ta i  Pol i t i k  atau  Gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  ada lah  badan  hukum yang  mengajukan  baka l  pasangan  

ca lon  kepa la  daerah  dan  waki l  kepa la  daerah  kepada  Komis i  

Pemi l i han  Umum, seh ingga  apab i l a  baka l  pasangan  ca lon  kepa la  

daerah  dan  waki l  kepa la  daerah  yang  diusung  Par ta i  Pol i t i k  

atau  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  te rsebu t  d ia l i h kan  atau  

te rdapa t  dukungan  ganda  maka  kepent i ngan  yang  di rug i kan  

ada lah  pada  Par ta i  Pol i t i k  atau  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  yang  

bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  di  atas  ser ta  fak ta - fak ta  hukum yang  te rungkap  di  

Pers idangan ,  menuru t  Hakim  Tungga l  apab i l a  te r j ad i  

penca lonan  ganda  atau  penga l i han  dukungan  kepada  pasangan  

ca lon  la i n ,  mengacu  keten tuan  Pasal  7 Ayat  (1 ) ,  (2 )  dan  (3 )  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010  dan  

dihubungkan  dengan  sengke ta  in  casu ,  maka seharusnya  Par ta i  

Pemuda Indones ia  (PPI )  dan  Par ta i  Kasih  Demokras i  Indones ia  

(PKDI )  sebaga i  Par ta i  Pol i t i k  pengusung  Para  Penggugat  lah  

yang  kepent i ngannya  di rug i kan  atas  hal  te r sebu t ,  karena  
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te rhadap  hal  demik ian  kepent i ngan  meleka t  yang  harus  

di l i n dung i  o leh  hukum ada lah  pada  Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  

ca lon  kepa la  daerah  dan  waki l  kepa la  daerah  bukan  pada  Para  

Penggugat  sebaga i  Pasangan  Calon  yang  diusung ,  o leh  karena  

i t u  Hakim  Tungga l  berkes impu lan  Para  Penggugat  t i dak  

memi l i k i  cukup  kepent i ngan  baik  yang  bers i f a t  fo rm i l  maupun  

mater i l  memohon  kepada  Pengadi l an  untuk  menyatakan  bata l  

atau  t i dak  sah objek  sengketa  ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas  te l ah  menyatakan  Para  Penggugat  t i dak  

memi l i k i  cukup  kepent i ngan  untuk  memohon kepada  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  objek  

Sengketa ,  maka  te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  dinya takan  

t i dak  dapat  d i t e r ima  ( Nie t  Ontvanke l i j k e  Verk laa rd )  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Para  Penggugat  

te lah  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima ,  maka  mengenai  pokok  

perkaranya  t i dak  per lu  dipe r t imbangkan  lag i  ;

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  da lam  gugatannya  juga  

memohon  kepada  Pengadi l an  agar  menunda  pe laksanaan  objek  

sengketa  sampai  mempero leh  Putusan  yang  berkekua tan  hukum 

te tap ,  Hakim Tungga l  per t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa  untuk  mengabu lkan  atau  menolak  

Permohonan  Penundaan  Para  Penggugat  te rsebu t ,  menuru t  

keten tuan  Pasa l  67 ayat  (4 )  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Penundaan  dapat  

d ikabu l kan  j i k a  te rdapa t  fak ta - fak ta  ten tang  keadaan  yang  

sangat  mendesak  yang  berak iba t  kepent i ngan  Para  Penggugat  

sangat  d i rug i kan  dan  di to l a k  j i ka  te rdapa t  fak ta - fak ta  

mengenai  kepent i ngan  umum  da lam  rangka  pembangunan  

mengharuskan  di l aksanakannya  objek  sengketa  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  per t imbangan  Hakim  Tungga l  

sebe lumnya  menyatakan  Para  Penggugat  t i dak  memi l i k i  cukup  
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kepent i ngan  dan  te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  te lah  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ,  maka  te rhadap  Permohonan  

Penundaan  Para  Penggugat  te r sebu t  t i dak  dapat  

d ipe r t imbangkan  lag i  o leh  Hakim  Tungga l ,  o leh  karenanya  

permohonan  penundaan  te rsebu t  d inya takan  di to l ak  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Para  Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  maka  dengan  berpedoman pada  

keten tuan  Pasa l  110 Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  t entang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  kepada  Para  Penggugat  

dibeban kan untuk  membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  akan  

di t e ntu kan dalam amar  Putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  bukt i - bukt i  sura t  maupun 

kete rangan  saks i  yang  t i dak  dipe r t imbangkan  oleh  Hakim 

Tungga l  karena  din i l a i  t i dak  ada  re levens i  dengan  

per t imbangan- per t imbangan  in  l i t i s  akan  te tap  di l amp i r kan  

dalam  berkas  perkara  sebaga i  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dengan Putusan  in i  ;

Memperhat i kan ,  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  dan  Pera tu ran  Perundang- undangan  la i nnya  yang  

berka i t an  ;

M  E  N  G  A  D  I   L  I   :

DALAM PENUNDAAN

Menolak  Permohonan Penundaan Para  Penggugat  ;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan  Ekseps i  Tergugat  mengenai  Kompetens i  Abso lu t  

t i dak  dapat    d i t e r ima  ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  ;  
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2. Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  

b iaya  perkara  sebesar       Rp.  

202.000 , -  ( Dua Ratus  Dua Ribu  Rupiah )  ;

Demik ian  dipu tuskan  oleh  ERICK S.  SIHOMBING,  SH.  se laku  

Hakim  Tungga l  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  

har i  Senin ,  tangga l  20  Jun i  2011,  Putusan  mana  d iucapkan  

dalam s idang  yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga  oleh  

Hakim  Tungga l  te rsebu t  dengan  diban tu  oleh  ADE RUDIANTO 

se laku  Pani te ra  Penggant i  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa  Para  Penggugat ,  Kuasa  

Tergugat  dan Kuasa Para  Tergugat  I I  In te r vens i  ;

PANITERA PENGGANTI, HAKIM TUNGGAL,

A D E   R U D I  A N T O ERICK S.  SIHOMBING, S.H.
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Per inc i an  Biaya  Perkara  :

1

.

Pendaf ta ran  

Gugatan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

30.000 , -

2

.

Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

150.000 , -

3

.

Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

12.000 , -

4

.

Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

10.000 , -

J U M L A H Rp
.

202.000 , -

( Dua Ratus  Dua Ribu  Rupiah )
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